
  

 

 

 

 

RESUME 

HASIL PENILIKAN KE-1 PENILAIAN KINERJA 
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Samarinda,   Oktober 2014 

 

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 SAMARINDA 

 

LPPHPL-019-IDN 
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RESUME HASIL PENILIKAN/SURVEILLANCE KE-1 STANDAR PENILIAN KINERJA PHPL 

PADA IUPHHK-HT PT. SURYA HUTANI JAYA 

 

 

 

I. IDENTITAS LP-PHPL 

a. Nama LPHPL : PT. Trustindo Prima Karya 

b. Sertifikat Akreditasi KAN : LPPHPL – 019 – IDN 

c. SK Penetapan Menteri Kehutanan RI : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tgl. 5 November 2012 

d. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 

Jl. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda 75121 

e. Telp./Fax : 0541-747798 

f. Email : trustindoprimakarya@gmail.com  atau  admin@trustindo.net  

g. Website : www.trustindo.net 

h. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia 

 

 

 

 

II. IDENTITAS AUDITEE 

 

a. Nama Auditee : IUPHHK-HT PT. SURYA HUTANI JAYA 

b. Kantor Pusat : Jl. Camar No. 95, Kelurahan Bandara Samarinda -  

Kalimantan Timur 

c. Telp./Fax : (0541) 739285 – 87 Fax. (0541) 733838 

d. Email : Supriyono.suparman@sinarmasforestry.com  

e. SK IUPHHK-HT : No. 156/Kpts-II/1996 Tanggal 08 April  1996 

f. Luas  : ± 183.300 Hektar 

g. Lokasi Areal Kerja : Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Kutai Timur 

Provinsi Kalimantan Timur 

h. Sertifikat Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari (S-PHPL) 

  

 - Penerbit S-PHPL : LP-PHPL PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA 

 - Nomor S-PHPL : 004.PHPL.019-IDN.10.13 

 - Masa berlaku : 12 Oktober 2013 – 11 Oktober 2018 

  

 

 

 

 

mailto:trustindoprimakarya@gmail.com
mailto:admin@trustindo.net
http://www.trustindo.net/
mailto:Supriyono.suparman@sinarmasforestry.com
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III. INFORMASI KEGIATAN PENILIKAN 

 

1. Lingkup Penilikan : Penilikan Ke-1 standar Penilaian Kinerja PHPL pada 

IUPHHK-HT PT. Surya Hutani Jaya seluas ± 183.300 Ha di 

Kabupaten  Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai 

Timur, Provinsi Kalimantan Timur 

2. Standar Acuan Penilaian 

 

: Lampiran 1.2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha 

Kehutanan No.: P.5/VI-BPPHH/2014 Tanggal 14 Juli 2014 

3. Waktu pelaksanaan audit 

lapangan 

: 22  -  26 September 2014 

4. Tim Auditor : a. Ir. Indra Komara, Lead Auditor merangkap Auditor 

Kriteria Produksi 

b. Ir. Harijadi,  Auditor  Kriteria Prasyarat 

c. Joko Isworo,  S.Hut  Auditor Kriteria Ekologi 

d. Ir. Wasis Kuncoro, Auditor  Kriteria Sosial 

e. Ir. Suhardi,  Auditor VLK Hutan 

5. Tim Witness PHPL dari KAN  a. Dr.Ir. Slamet Riyadhi Gadas, MFR  (Asesor) 

b. Awan Taufani, S.Hut (Asesor) 

5. Tim Pengambil Keputusan : c. Ir. Kurnia 

d. Ir. Rudy Setyawan 

6. MR Auditee : Maurits S. Sipayung 

 

 

IV.  HASIL PENILIKAN KE-1 PADA IUPHHK-HT PT. SURYA HUTANI JAYA 

 

4.1.   PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENILIKAN 

 

 

KEGIATAN 
LOKASI DAN 

WAKTU 
KETERANGAN 

 
1. PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN : 

 

 

Melapor dan meminta 
masukan kepada Dishut 
Provinsi dan BP2HP 

Samarinda,  
22 September 2014 

a. Pada BP2HP Wilayah XIII Samarinda, diterima oleh  Teguh 
Handoko, S.Hut jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 
dibuat BAP Pertemuan. 

b. Pada Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, diterima 
oleh Gusti Fachrunsyah jabatan staf Bidang Produksi, 
dibuatkan BAP Pertemuan 

Pertemuan Pembukaan Regional Office Km 38 
PT. SRH,  
22 September 2014 

Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, 
jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta 
surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. 
Presentasi singkat profile Auditee 

Verifikasi Dokumen dan 
Observasi Lapangan 

Areal kerja PT TRH dan 
wilayah sekitarnya, 22 
- 26 September 2014 

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan 
dokumen 

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, 
wawancara dan penelusuran serta analisisnya (mengacu 
pada Lampiran 1.2. Perdirjen Nomor P.5/VI-BPPHH/2014) 

c. Data kinerja yang dianalisis meliputi data pada 
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KEGIATAN 
LOKASI DAN 

WAKTU 
KETERANGAN 

pemenuhan CAR dan Rekomendasi pada saat penilaian 
awal dan data yang diperlukan mengacu pada perubahan 
standar penilaian sesuai dengan P5/VI-BPPHH/2014  

Pertemuan Penutupan Regional Office Km 38 
PT. SRH,  
26 September 2014 

a. Pemaparan hasil Penilikan dan penyampaian hasil 
kesimpulan sementara 

b. Penyampaian dan konfirmasi hasil temuan di lapangan 
dan hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti untuk 
kelengkapan dokumen dan kekurangan lainnya. 

2. PEMBUATAN 
LAPORAN HASIL 
AUDIT 

 

Samarinda, 
6 Oktober 2014 
 

a. Pemenuhan LKS oleh Auditee, tgl. 3 Oktober 2014 
b. Laporan Hasil Penilikan ke-1 PHPL PT. Surya Hutani Jaya 

oleh Tim Auditor. 

3. PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN HASIL 
PENILIKAN KE-1 

Samarinda, 
9 Oktober 2014 

a. Tinjauan hasil penilaian Tim Audit oleh Reviewer, tanggal 
7 – 8  Oktober 2014. 

b. Rapat pembahasan pengambilan keputusan  Penilikan Ke-
1 PHPL pada IUPHHK PT. Surya Hutani Jaya, tgl. 9 Oktober 
2014 
 

Kesimpulan Tim Pengambil Keputusan : 
1. Pengelolaan HTI oleh PT. Surya Hutani Jaya pada areal 

seluas ± 183.300 Ha di Kab. Kutai Kartanegara dan Kutai 
Timur telah sesuai dengan  Lampiran 1.2. Perdirjen BUK 
No. P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Penilaian 
Kinerja PHPL pada IUPHHK-HT, dengan predikat BAIK dan 
VLK Hutan MEMENUHI. 

2. S-PHPL PT. Surya Hutani Jaya dapat dilanjutkan 
(DIPERTAHANKAN). 

 

 

 

 

4.2. HASIL PENILAIAN TERHADAP INDIKATOR DAN VERIFIER STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL 

BERDASARKAN LAMPIRAN 1.2. PERDIRJEN BUK NO. P.5/VI-BPPHH/2014 : 

A.   PRASYARAT 

INDIKATOR 1.1.   Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan 

NO. VERIFIER BOBOT  NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.1.1.  
Ketersediaan Dokumen 
Legal dan Administrasi 
Tata Batas (PP, SK 
IUPHHK-HA/RE/HT/,   
Pedoman TBT, Buku 
TBT, Peta TBT) 

CD BAIK 
(Tetap) 

 Keberadaan dokumen legal perusahaan tidak terdapat 
perubahan (Akte, SIUP, NPWP, TDP, dan SK.IUPHHK-HTI) 

 Keberadaan administrasi  tatabatas tidak terdapat 
perubahan ( Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT dan BATB) 

2. 1.1.2.  
Realisasi Tata Batas 
dan Legitimasinya (BA 
TBT) 

D BAIK 
(Tetap) 

 Kewajiban PT. SRH melakukan penataan batas areal kerja 
sampai temu gelang (100 %) telah di realisasikan pada 
tahun 1996 - 1999  ( 3 TBT) dan 2011 (1TBT), walaupun 
secara definitif batas yang sudah temu gelang tsb belum 
diterbitkan SK. Penetapan / Pengukuhan Batas Areal Kerja 
oleh Kementerian  Kehutanan (masih dalam proses 
proaktif ke Dirjen Planologi Kehutanan) 
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NO. VERIFIER BOBOT  NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3. 1.1.3.  
Pengakuan para Pihak 
atas Eksistensi Areal 
IUPHHK Kawasan 
Hutan 

CD SEDANG 
(Tetap) 

 Konflik batas/lahan yang terjadi pada tahun 2013 yang 
belum diselesaikan (sesuai penilaian awal) yaitu 4 lokasi 
desa (Manamang Kanan, Puan Cepak, Manamang 
Kiri/Parang Biawak, Sumbersari), namun sampai dengan 
Penilikan I Team FPD PT. SRH yang menangani konflik 
sosial belum bisa menyelesaikan, hanya bisa 
menyelesaikan klaim batas wilayah desa Beloro dan 
Teratak, itupun sebagian saja. 

 Untuk batas TNK yang berbatasan dengan TNK belum di 
rekonstruksi yaitu sepanjang 50.300 meter yang berada di 
trayek TN.82 s/d TN.904 (pal batas TNK definitif) dan 
sepanjang trayek batas TNK definitif tersebut telah dibuat 
batas buffer zone dengan jarak ± 500 meter dari batas 
definitif TNK masuk ke areal kerja PT. SRH  

4. 1.1.4.  
Perubahan Fungsi 
Kawasan 

CD BAIK 
(Tetap) 

Terdapat tindakan pemegang izin (PT.SRH) yaitu : 
Menyurat kepada Dirjen Planologi Kehutanan (No.03/SRH-
JKT/VI/2014, tgl 4 Juni 2014) perihal Perubahan Peruntukan 
Kawasan Hutan Produksi (HP) menjadi Areal Penggunaan 
Lain (APL) di areal kerja PT. SRH (seluas  ± 4.409 Ha) 
berdasarkan SK. Menhut Nomor : SK.554/Menhut-II/2013, 
tanggal 2 Agustus 2013 tentang Perubahan Fungsi Kawasan 
Hutan Propinsi Kalimantan Timur.  
Dan terdapat tanggapan dari Dirjen Planologi Kehutanan 
sebagai jawaban surat tersebut sudah diterima oleh 
Manajemen PT. SRH (No. S.27/REN-3/2014, tgl 1 Juli 2014) 
yang intinya menjelaskan bahwa dengan terbitnya 
SK.554/Menhut-II/2013, tanggal 2 Agustus 2013 dan 
SK.942/Menhut-II/2013, tanggal 23 Desember 2013, maka 
areal seluas ± 4.409 Ha yang telah menjadi APL dikelola 
sampai berakhirnya IUPHHK-HT PT. SRH. 

5. 1.1.5.  
Penggunaan Kawasan 
di Luar Sektor 
Kehutanan (jika ada) 

CD BAIK 
(Naik) 

 Berdasarkan verifikasi dokumen yang berkaitan dengan 
laporan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan 
(sektor tambang, perkebunan, dan lainnya) untuk tahun 
2013 dan 2014, maka diketahui bahwa di areal PT. SRH  
sudah tidak terdapat perizinan tambang (Izin Pinjam 
Pakai) dan perkebunan (IUP), namun yang terjadi adalah 
pembukaan lahan secara ilegal untuk ditanam kelapa 
sawit, karet, tanaman pangan, dan lain lain oleh  
kelompok orang maupun perorangan di beberapa desa 
sesuai  dengan laporan yang dibuat oleh Team FPD yang 
menangani seluruh konflik lahan/batas di areal kerja yang 
meliputi 3 (tiga) Distrik yaitu Distrik Muara Bengkal, 
Distrik Santan dan Distrik Sebulu.  

 Sebagai bukti upaya penyelesaian konflik lahan/batas 
dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka 
manajemen  PT. SRH bekerja sama dengan TFT (The 
Forest Trust) telah mengadakan  kegiatan FGD (Forum 
Group Discusion) pada bulan Juni 2014 di beberapa Desa 
yang mempunyai konflik dengan PT. SRH yaitu Desa 
Sumber Sari, Desa Mekar Jaya, Desa Teratak, Desa 
Sidomukti, Desa Sebulu Modern, Desa Sabintulung, Desa 
Benua Baru, Desa Batu Balai, Desa Muara Bengkal Ulu, 
dan Muara Bengkal Ilir. Namun laporan dari team dari TFT 
belum selesai disusun untuk menjadi bahan team FPD 
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NO. VERIFIER BOBOT  NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

membuat rencana penyelesaian konflik sosial agar dari 
waktu ke waktu menurun. 

 Sesuai dengan laporan dan penjelasan team FPD (Bpk. 
Jaka Suyudiono) bahwa terdapat beberapa konflik sosial 
yang memiliki kategori berat tidak menutup kemungkinan 
akan dilaporkan ke pihak berwenang untuk diproses 
secara hukum, apabila segala upaya untuk menyelesaikan 
tidak diterima oleh pihak kedua. 

Sehingga dari uraian diatas telah diketahui bahwa PT. SRH 
sebagai pemegang izin HTI terbukti mendata secara 
keseluruhan konflik yang terjadi, namun dalam upaya 
menyelesaikan konflik tersebut  tidak selalu harus dilaporkan 
kepada pihak/instansi berwenang.  

Kesimpulan Indikator 1.1.  17/18 94,44 %  (BAIK) 

 

INDIKATOR 1.2.   Komitmen Pemegang Izin 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

6. 1.2.1.  
Keberadaan Dokumen 
Visi, Misi dan Tujuan 
Perusahaan yang 
Sesuai dengan PHL 

CD BAIK 
(Tetap) 

Dokumen Visi dan Misi yang tersedia, legal dan sesuai dengan 
kerangka PHPL tidak berubah 

7. 1.2.2.  
Sosialisasi Visi, Misi 
dan Tujuan 
Perusahaan 

CD BAIK 
(Tetap) 

Dokumen Visi dan Misi yang tersedia dan telah 
tersosialisasikan di lokasi kerja, terbukti telah ditemukan di 
ruang pertemuan dan beberapa tempat strategis yang dapat 
dibaca oleh semua pihak; dan berdasarkan wawancara 
dengan anggota Satpam (Bpk. Askadri) di Distrik Muara 
Bengkal bahwa setiap apel atau pergantian personil telah 
dibacakan Visi dan Misi ditengah beberapa intruksi yang harus 
diperhatikan dalam masalah pengamanan hutan 

8. 1.2.3.  
Kesesuaian Visi, Misi 
dengan Implementasi 
PHL 

D SEDANG 
(Tetap) 

Implementasi yang belum sejalan dengan Visi dan Misi 
meliputi : 

 Realisasi tanaman kehidupan dan unggulan, 

 Realisasi penanganan konflik sosial yang terjadi diupayakan 
terus menerus dan terdokumentasi dengan baik, sehingga 
dari tahun ke tahun menurun; 

 Dan terkait dengan hasil penilaian yang masih perlu 
diadakan observasi untuk perbaikan di ktriteria produksi, 
ekologi dan sosial. 

Kesimpulan Indikator 1.2.  10/12 83,33 % (BAIK) 
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INDIKATOR 1.3.   Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan 

untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

9. 1.3.1.  
Keberadaan Tenaga 
Profesional Bidang 
Kehutanan di 
Lapangan pada setiap 
Bidang Pengelolaan 
Hutan Sesuai 
Ketentuan yang 
Berlaku 

CD SEDANG 
(Tetap) 

Keberadaan Ganis PHPL s/d Agts 2014 : 

Ganis PHPL P.8/ 2009 Real +/- 

S-Hut 4 29 *) +24 

TC 6 2 -4 

Canhut 4 2 -2 

PWH 4 1 -3 

Nenhut 4 0 -4 

Binhut 7 1 -6 

Keling 4 2 -2 

Kesos 4 1 -3 

PKB 9 12 +3 

Jumlah 46 53  

Ket : *)  S.Hut yang menjadi Ganis PHPL (Keling) yaitu Sutarmono , 
S.Hut dari jumlah S-Hut 29 org, sehingga terdapat kelebihan 
S.Hut 24 org. 

Dari data diatas diketahui bahwa terdapat kelebihan Sarjana 
Kehutanan sebanyak 24 org, namun manajemen PT. SRH tidak 
menerapkan SE. Dirjen BUK No. S.545/VI-BIKPHH/2013, tgl 30 
April 2013 yang menjelaskan bahwa Kekurangan Ganis PHPL 
TC dan Canhut perusahaan dapat mempekerjakan Sarjana 
Kehutanan yang dianggap mampu, selain penempatan Sarjana 
Kehutanan dapat menjadi Ganis PHPL di setiap bidang sesuai 
dengan SK. Direksi perusahaan. Sehingga keberadaan tenaga 
Ganis PHPL pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan 
masih kurang dari ketentuan yang berlaku. 

10. 1.3.2.  
Peningkatan 
Kompetensi SDM 

D BAIK 
(Tetap) 

Berdasarkan laporan realisasi Diklat yang diadakan oleh PT. 
SRH tahun 2013 dan 2014,  diketahui bahwa  peningkatan 
kompetensi SDM pada tahun 2013 tercapai 108  % dan tahun 
2014 (s/d Agustus 2014) tercapai 104 %  dari rencana sesuai 
kebutuhan berupa MOT (Master Of Training) yang terdiri IT 
(Internal Traning) dan IHT (In House Training) 

11. 1.3.3.  
Ketersediaan 
Dokumen 
Ketenagakerjaan 

D BAIK 
(Tetap) 

Dokumen yang terkait dengan ketenagakerjaan telah tersedia 
di Kantor Region Kaltim Km.32 dan lengkap, diantaranya :  
1. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 
2. UU RI No. 1 tahun 1970 ttg Keselamatan Kerja 
3. UU RI No. 21 tahun 2003 ttg Pengesahan ILO Convention 

No.81 ttg Pengawasan Ketenaga Kerjaan dalam Industri 
dan Perdagangan 

4. Permenaker Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 ttg Sistim 
Keselamatan dan Kesehatan kerja 

5. SOP mengenai Status Tenaga Kerja. SOP ini bernomor 
SRH/E&K3_P/008-SDM merupakan Revisi ke 3 tanggal 
terbit 31 Januari 2012. Tujuan SOP untuk menjamin 
kepastian status hukum hubungan kerja antara 
perusahaan dan Tenaga Kerja yang bersangkutan; 

 
Selain itu terdapat laporan bulanan ketenagakerjaan seperti : 
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NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. Laporan Penggunaan Tenaga Kerja, terakhir bulan Agustus 
2014 jumlah tenaga kerja 262 org; 

2. Laporan Daftar Nama-nama Kontraktor Lokal, dibuat  
Agustus 2014, terdapat  89 kontraktor lokal (menurun dari 
tahun 2013 yi 125 kontraktor); 

3. Laporan Jamsostek Tenaga Kerja  
4. Surat Perjanian Kerja Bersama antara PT. SRH dengan 

Perorangan, Koperasi, Kontraktor, Jasa Keamanan (dengan 
PT. Delta Garda Persada) 

5. Laporan Bulanan aktivitas pengamanan oleh PT. Delta 
Garda Persada); 

6. Dan Laporan Tahunan Tenaga Kerja yang ditujukan ke 
Dinaskertrans Provinsi Kalimantan Timur. 

Kesimpulan Indikator 1.3.  14/15 93,33 % (BAIK)  

 

INDIKATOR 1.4.   Kepastian dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, 

Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) 

IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang hak Pengelolaan 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

12. 1.4.1.  
Kelengkapan Unit 
Kerja Perusahaan 
dalam Rangka PHPL 

D BAIK 
(Tetap) 

Struktur organisasi dan job discription yang tersedia di PT. 
SRH tidak berubah dan secara keseluruhan sesuai dengan 
kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi 

13. 1.4.2.  
Keberadaan Perangkat 
Sistem Informasi 
Manajemen dan 
Tenaga Pelaksana 

CD BAIK 
(Tetap) 

PT. SRH telah memiliki perangkat SIM secara Online seperti V-
sat yang dimiliki oleh masing2 Distrik, dan tenaga 
pelaksananya yang di dukung peralatan IT yang sangat 
mendukung untuk mengelola dan mengirim informasi kepada 
yang berkepentingan group Sinarmas.  

14. 1.4.3.  
Keberadaan SPI / 
Internal auditor dan 
efektifitasnya 

D BAIK 
(Tetap) 

Terdapat personil yang menduduki kepala depatement 
Internal Audit yang berkedudukan di Kantor Region KM 32 
Kaltim yaitu Mr. Alex, dan dalam tugasnya mengacu kepada 
SOP /SMF.IAD-001. Departemen Internal Audit telah 
membuat rencana audit setiap bulan terhadap operasional 
dan support, selain itu bagian internal audit bisa sewaktu 
waktu melakukan audit atas permintaan Direksi. 

15. 1.4.4.  
Keterlaksanaan Tindak 
Koreksi Manjemen 
Berbasis Hasil 
Monitoring dan 
Evaluasi 

CD BAIK 
(Naik) 

 
 

Berdasarkan laporan Departemen Internal Audit setiap bulan 
dan didukung perangkat SIM berbasis IT, maka manajemen 
PT. SRH dapat melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan 
manajemen yang konsisten  

Kesimpulan Indikator 1.4.  18/18 100 % (BAIK) 
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INDIKATOR 1.5.   Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

16. 1.5.1.  
Persetujuan Rencana 
penebangan melalui 
Peningkatan 
Pemahaman, 
Keterlibatan 
Pencatatan Proses 
dan Diseminasi Isi 
Kandungannya 

CD SEDANG 
(Tetap) 

 

Berdasarkan penjelasan bagian Kelola Sosial (Bpk. Jaka) PT. 
SRH tetap akan mengakomodir kepentingan hak-hak 
masyarakat setempat melalui Project Community 
Development  untuk setiap Desa Binaan, sehingga untuk 
kegiatan RKT yang akan dilakukan cukup di konsultasikan pada 
saat realisasi Commdev kepada masyarakat desa yang 
menerimanya 

17. 1.5.2.  
Persetujuan dalam 
Proses Tata Batas  

D SEDANG 
(Tetap) 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen tatabatas masih terdapat 
pihak yang belum menyetujui batas areal kerja PT. SRH yaitu 
TNK, karena hingga penilikan I dilakukan kegiatan pelaksanaan 
Rekonstruksi Batas TNK sepanjang 50.300 meter belum 
terealisasi. Sedangkan penataan batas areal kerja yang telah 
dilaksanakan dari tahun 1996 s/d 1999 terdapat persetujuan 
para pihak, terbukti di BATB yang dibuat.  

18. 1.5.3.  
Persetujuan dalam 
Proses dan 
Pelaksanaan CSR/CD 

D BAIK 
(Tetap) 

Terdapat persetujuan para pihak dari beberapa desa binaan 
yang berada di areal kerja PT. SRH dalam persetujuan dalam 
proses pelaksanaan Comdev (CD) setiap tahun. 

19. 1.5.4.  
Persetujuan dalam 
Proses Penetapan 
Kawasan Lindung 

CD SEDANG 
(Tetap) 

 

Penetapan kawasan lindung di lapangan yang dilakukan oleh 
PT. SRH pada tahun 2013 yaitu sempadan sungai Bliwit 
sepanjang 24,5 Km yang melibatkan pekerja (kontraktor) yang 
berasal dari desa sekitarnya, dengan tujuan bahwa proses 
penetapan kawasan lindung tersebut telah dapat persetujuan 
oleh masyarakat setempat. Penetapan kawasan lindung 
tersebut dengan pemasangan plat seng batas warna kuning 
yang bertuliskan "Batas Kawasan Lindung" setiap 100 meter 
dan memberi tanda silang pada pohon yang segaris dengan 
batas. 

Kesimpulan Indikator 1.5.  16/21 76,19 % (SEDANG) 

 

B. PRODUKSI 

INDIKATOR 3.1.   Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.1.1.  
Keberadaan Dokumen 
Rencana Jangka 
Panjang 
(management plan) 
yang telah Disetujui 
oleh   Pejabat yang 
Berwenang 

D BAIK 
(Tetap) 

 Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT Periode 
Tahun 2009-2018 mencakup areal kerja seluas 183.300 ha 
dan telah disetujui oleh Menteri Kehutanan RI berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:  SK.215/VI-
BPHT/2009 tanggal 15 September 2009. 

 Mengalami revisi I pada tahun 2011 dikarenakan adanya 
hasil IHMB, dan telah mendapatkan persetujuan 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
SK.105/VI-BUHT/2011 tanggal 25 Agustus 2011 

 Kembali mengalami revisi II pada tahun 2012 terkait 
dengan jangka benah dimana ada perubahan jumlah disrtik 
menjadi 3, yaitu Sebulu, Muara Bengkal, dan Santan, telah 
mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehutanan Nomor: SK.90/VI-BUHT/2012 tanggal 
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21 Desember 2012 

 Dalam RKUPHHK-HTI 2009-2018 sudah teralokasikan areal 
kerja untuk kawasan lindung seluas 22.725 Ha (14,53 Ha), 
Areal Tidak Efektif untuk Produksi seluas 3.325 Ha (2,13%), 
dan Areal Efektif untuk Produksi seluas 130.348 Ha 
(83,34%) terdiri dari Tanaman Pokok 105.433 Ha (67,41%), 
Tanaman Unggulan 17.017 Ha (10,88), dan Tanaman 
Kehidupan 7.898 Ha (5,05%). 

2. 2.1.2  
Kesesuaian 
Implementasi 
Penataan Areal Kerja 
di Lapangan dengan 
Rencana Jangka 
Panjang 

D BAIK 
(Tetap) 

 Dalam pengelolaannya auditee telah membagi ke dalam 3 
distrik (Unit Kelestarian), yaitu Distrik Sebulu seluas ± 
67.917 ha, Distrik Muara Bengkal seluas ± 43.651 ha, dan 
Distrik Santan ± 42.094 ha. 

 Berdasarkan hasil observasi lapangan (uji petik) pada 
beberapa kompartemen peruntukan tahun kerja 2013 dan 
2014 diperoleh kesesuaian lokasi tapak dengan peta kerja 
Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2012 

3 2.1.3  
Pemeliharaan Batas 
Blok dan Petak 
/compartemen kerja 

CD SEDANG 
(Tetap) 

 

 Berdasarkan wawancara dengan Sdr. Egi Prasetyo (Kepala 
PMD / Planning Management Design) dijelaskan bahwa 
untuk batas blok RKTUPHHK-HTI dibuat berupa plang 
ukuran 60 x 30 cm dengan warna cat putih dan tulisan 
hitam, sementara untuk batas petak berupa patok ukuran 
5 x 5 cm tinggi 1 mtr dimana tulisan kode petak membujur 
dari atas ke bawah. 

 Berdasarkan observasi lapangan ke sejumlah lokasi petak 
tanaman maupun pemanenan (harvesting) ditemukan 
adanya batas petak yang rusak atau hilang karena kegiatan 
pemanenan. 

 Banyak plang km yang tidak ditemukan sepanjang jalan 
utama dan kondisi plang kawasan lindung sempadan 
sungai yang kurang  terawat, tidak ada plang lokasi plot 
PSP. 

Kesimpulan Indikator 2.1.  14/15 93,33 %  (BAIK) 

 

INDIKATOR 3.2.   Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu 

pada Setiap Tipe Ekosistem 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4. 2.2.1.  
Terdapat Data Potensi 
Tegakan per Tipe 
Ekosistem yang ada 
(Berbasis IHMB/ 
Survei potensi, ITSP, 
Risalah Hutan) 

D BAIK 
(Tetap) 

 Tipe ekosistem yang dimiliki oleh auditee adalah tanah 
kering atau mineral, dan data potensi tegakan yang dimiliki 
pada tahun 2013 dan 2014 adalah berdasarkan :  
(-)  inventarisasi tanaman umur kurang dari 1 tahun 
(-)  Inventarisasi pada 3 tahun dan Pre-Harvesting 

 Berdasarkan hasil pengecekan pada dokumen didapatkan 
data hasil PAT (Plantation Assesment Team) berupa data 
potensi tegakan umur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, 
dan 1 tahun sebelum penebangan. 

 Selain itu didapatkan potensi tegakan berdasarkan 
pengukuran pada plot PSP yang dilakukan oleh Tim PMD 
setiap tahun sampai 1 tahun sebelum masak tebang (PHI) 

 Berdasarkan observasi di lapangan pada petak 95C/36 di 
distrik sebulu didapatkan plang identitas dan data potensi 
tegakan pada petak tersebut. 
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5. 2.2.2.  
Terdapat Informasi 
tentang Riap Tegakan 

CD BAIK 
(Tetap) 

 Berdasarkan informasi Kepala PMD untuk pengamatan riap 
tumbuh, auditee telah membuat PSP (Permanent Sampling 
Plot) sendiri dan hasil pengukuran diolah secara 
komputerise. 

 Penentuan dan Pembuatan plot PSP berdasarkan stratum : 
daur, jenis tanaman dan jenis tanah. 

 Berdasarkan observasi dokumen PSP didapatkan Laporan 
PSP tahun 2014 yang merupakan hasil pengukuran tahun 
2011-2013 dan sudah dilakukan analisis pertumbuhan 
riapnya. 

6. 2.2.3.  
Terdapat Perhitungan 
Internal/self JTT 
Berbasis Data Potensi 
dan Kondisi Kemam-
puan Pertumbuhan 
Tegakan 

CD BAIK 
(Tetap) 

 Berdasarkan observasi terhadap dokumen RKUPHHK-HTI, 
auditee telah membuat perhitungan JTT dengan 
mempertimbangkan jarak tanam, sediaan tegakan dan riap 
tahunan konservatif.  Nilai riap konservatif sebesar 25 
m3/ha/tahun diperoleh berdasarkan analisis pertumbuhan 
tegakan hasil PSP dan survei potensi (PAT dan PHI).  

Kesimpulan Indikator 2.2.  12/12 100 % (BAIK) 

 

INDIKATOR 3.3.   Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

7. 2.3.1.  
Ketersediaan SOP 
Seluruh Tahapan 
Kegiatan Sistem 
Silvikultur 

D BAIK 
(Tetap) 

 Berdasarkan observasi terhadap dokumen SOP tahapan 
kegiatan silvikultur THPB, SOP-SOP tersebut telah dimiliki 
oleh auditee, dan diantaranya ada yang telah mengalami 
revisi pada bulan Juli 2013 seperti :  
- SRH/E&K-3_P/001-PE (rev.6), Tata Batas Areal Kerja 
- SRH/E&K-3_P/007-PE (rev.2), Penyusunan Rencana 

Kompartemenisasi 
- SRH/E&K-3_P/010-PE (rev.2), Rencana Pembukaan 

Wilayah Hutan 
- SRH/E&K-3_P/012-PE (rev.2), Penyusunan Tata Ruang 

HTI 
- SRH/E&K-3_P/016-PE (rev.2), Permanent Sample Plot 
- SRH/E&K-3_P/017-PE (rev.2), Tata Batas Definitif 
- SRH/E&K-3_P/018-PE (rev.2), Inventarisasi Hutan 

Tanaman Industri 
- SRH/E&K-3_P/015-OC (Rev.1), Reduce Impact Logging 

(RIL) 
- SRH/E&K-3_P/001-Distrik, Plantation 
- SRH/E&K-3_P/006-OC (Rev.4) Micro Planning 
dan ada penambahan SOP baru, seperti :  
- SRH/E&K-3_P/011-OC Nursery Production,  
- SRH/E&K-3_P/022-OC Standard Infrastructure Nursery,  
- SRH/E&K-3_P/023-OC Administrasi Nursery 

8. 2.3.2.  
Implementasi SOP 
Seluruh Tahapan 
Kegiatan Sistem 
Silvikultur 

D BAIK 
(Tetap) 

 Penataan areal kerja (PAK) : berdasarkan observasi 

lapangan ditemukan tanda-tanda batas blok RKTUPHHK-
HT tahun 2014 dan 2013 di Distrik Sebulu, Santan dan 
Muara Bengkal berupa plang dengan cat putih tulisan 
merah, dan untuk batas petak berupa patok ukuran 5 x 5 
cm berwarna putih dengan tulisan no petak dan zona 
berwarna hitam atau merah. 
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 Risalah Hutan : Tersedia tally sheet dan rekapitulasi hasil 

pengukuran PSP dan PHI yang dilakukan oleh bagian PMD.  
Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan lokasi PSP 
pada petak  P71B/45 dengan jenis Eucalyptus 077 umur 2 
tahun (pengukuran kedua) dengan tanda pita putih dan 
kuning dan di petak yang sama ditemukan hasil 
pengukuran dari team PAT untuk umur tanaman 2 tahun. 

 Pembukaan Wilayah Hutan : berdasarkan observasi 

lapangan tidak ditemukan kegiatan pembuatan jalan 
karena seluruh aksesibilitas jalan sudah ada, kegiatan lain 
adalah brushing (pembukaan/pembersihan) jalan lama 
menuju camp 70 di distrik Muara Bengkal dan kegiatan 
pemeliharaan jalan. 

 Pengadaan Bibit : berdasarkan observasi lapangan di 

persemaian tengah dikembangkan dan disediakan klon 
jenis eucalyptus 077 selain juga ada jenis acasia mangium 
dan acacia  crasicarpa. 

 Penyiapan Lahan : Terdapat taly sheet HAVEX (Harvesting 

Assesment Excellent) untuk memastikan kualitas penyiapan 
lahan.   

 Penanaman : berdasarkan observasi lapangan ditemukan 

kegiatan penanaman dengan menggunakan alat TREGRO 
di petak 35A/25 dengan jarak tanam 3 meter x 3,5 meter 
jenis eucalytus 077 

 Pemeliharaan tanaman : Berdasarkan observasi lapangan 

ditemukan kegiatan pemupukan. 

 Pemanenan :  kegiatan pemanenan dengan menggunakan 

alat berat ditemukan pada petak 28-40/28.  Yang 
menjadi dasar pemanenan adalah RIL dan Micro 
Plannning. 

 Perlindungan dan Pengamanan Hutan : Terdapat Satgas 

Penyelamatan Orangutan yang mengacu pada Keputusan 
Kepala BKSDA Kaltim nomor SK. 1809/BKSDA-1.4/2013 
tanggal 25 Juni 2013, terdapat Satgas Fire Safety, MPA 
(Masyarakat Peduli Api) dan Pengendalian Hama dan 
Penyakit. 

9. 2.3.3.  
Tingkat Kecukupan 
Potensi Tegakan 
sebelum Masak 
Tebang 

D SEDANG 
(Tetap) 

 

 Berdasarkan laporan inventory TSP/PHI (Temporary 
Sample Plot / Pre Harvest Inventory) atau potensi tegakan 
sebelum masak tebang tahun ukur 2013 menunjukkan 
potensi rata-rata tegakan siap panen jenis A. Crasisarpa 
sebesar 54,70 m3/Ha, A. Mangium sebesar 62,2 m3/Ha, 
dan jenis Eucalyptus pellita sebesar 91,80 m3/Ha 

 Potensi rata-rata sebesar 67,86 m3/Ha (< 80 m3/Ha) 

 Berdasarkan laporan R & D PT. SRH tanggal 30 September 
2014 dari kajian potensi berdasarkan PSP menunjukkan 
bahwa pertumbuhan tanaman Acacia Mangium adalah 
sebagai berikut : MAI 16,71 sehingga volume per ha 
sebesar 102,6 m3/Ha (petak plot yang pada kondisi 
normal) 

 Berdasarkan penjelasan tertulis dari Manajemen PT. SRH 
bahwa sekitar tahun 2008-2010 terjadi pembukaan lahan 
APL PT. Anugerah Urea Sakti (AUS) yang berada di tengah-
tengah areal PT. SRH distrik Sebulu, yang sebelumnya 
merupakan areal hutan sekunder yang ditempati orang 
utan. 
Setelah ada pembukaan lahan oleh PT AUS, terjadi 
kerusakan dan kematian tanaman acacia mangium di 
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distrik Sebulu dan Santan akibat dikupas dan dimakan 
kambium  batangnnya oleh orang utan yang menyebabkan 
potensi kayu acacia mangium di PT. SRH di distrik Sebulu 
dan Santan semakin menurun (rata-rata kerusakan 
67%/petak) 

10. 2.3.4.  
Tingkat Kecukupan 
Potensi Permudaan 

CD SEDANG 
(Naik) 

 

 Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pohon dan 
perkembangan tegakan serta perubahan hutan yang 
berubah setiap waktu, auditee telah membuat petak ukur 
yang bersifat tetap, diukur terus menerus mulai dari umur 
tanaman 1  tahun hingga 5 tahun (daur 6 tahun), yang 
disebut PSP (Permanent Sampling Plot) 

 Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi Permanent 
Sampling Plot (PSP) PT. Surya Hutani Jaya, PSP Unifikasi 
tahun tanam 2012 dan tahun ukur 2013, didapatkan data 
ketersediaan permudaan tanaman sebagai berikut : 

- Persen jumlah tanaman per hektar terendah 80% 
- Persen jumlah tanaman per hektar tertinggi 97% 
- Persen jumlah tanaman rata-rata per hektar 86% 

Kesimpulan Indikator 2.3.  18/21 85,71 %  (BAIK) 

 

INDIKATOR 3.4.   Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

11. 2.4.1.  
Ketersediaan 
Prosedur 
Pemanfaatan Hutan 
Ramah Lingkungan 

D BAIK 
(Tetap) 

 Auditee telah memiliki SOP terkait dengan Pemanfaatan  / 
pengelolaan hutan ramah lingkungan, yaitu : SOP Nomor 
SRH/E&K-3_P/015-OC Reduce Impact Logging (RIL) 
mencakup kegiatan perencanaan pemanenan sampai 
kegiatan pemanenan 

 SOP terkait diantaranya adalah  SOP Nomor : 
- SRH/E&K-3_P/006-OC, Micro Planning mencakup 

perencanaan budgeting tahunan, blok harvesting, 
persiapan harvesting, sarana jalan, petak tebang, 
pelaksanaan harvesting,  dan penyiapan lahan dalam 
proses harvesting serta penyiapan lahan manual; 

- SRH/E&K-3_P/010-PE, Rencana Pembukaan Wilayah 
Hutan meliputi perencanaan tata letak jalan angkutan 
darat, rawa, camp dan nursery, TPK/TPn, logpond di 
lingkungan PT. Surya Hutani Jaya;  

- SRH/EK-3_P/016-OC Harvesting HTI Dryland mencakup 
kegiatan pre-harvest slashing (underbrushing), 
penebangan semi mekanis, penumpukan manual, dan 
penebangan mekanis; 

12. 2.4.2.  
Penerapan Teknologi 
Ramah Lingkungan 

D BAIK 
(Tetap) 

 Berdasarkan observasi fungsi kontrol terhadap 
pelaksanaan SOP RIL, auditee telah menerapkan melalui 
tally sheet HAVEX, berupa pemantauan terhadap wood 
loss, wood residual, stump height, dan compaction di 
lokasi penebangan.  Persyaratan untuk pemanfaatan kayu 
secara maksimal adalah sebagai berikut : 
- Wood loss maksimum  30% - pemanfaatan kayu hingga 

diameter 6 cm; 
- Wood Residual maksimum 10% - pemanfaatan kayu 



RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI 

TPK-FC017| Rev.F| 01062014    Hal 14 dari 38 

 

 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

hingga diameter 6 cm; 
- Stump height maksimum 15% - tinggi harus kurang dari 

5 cm; 
- Spreading/matting  maksimum 20% - limbah ranting dan 

cabang disebar secara merata di seluruh area panen; 
- Skid Track/water logged   maksimum  5% - minimalisasi 

kekompakan tanah dan genangan air di dalam petak 
tebangan yang disebabkan oleh alat berat. 

 Berdasarkan hasil pengecekan terhadap lokasi bekas 
tebangan di petak 35A/25 didapatkan rata-rata tinggi 
tunggak < 5cm, limbah ranting dan cabang tersebar 
merata pada seluruh petak.   

13. 2.4.3.  
Limbah Pemanfaatan 
Hutan Minimal  

CD BAIK 
(Tetap) 

 Berdasarkan tally sheet HAVEX setelah memasukkan data-
data berdasarkan parameter yang dipersyaratkan, maka 
didapatkan hasil : 
- Rata-rata Score bulan Juni 2014 : Sebulu 87,21%, Muara 

Bengkal 96,23%, Santan 93,18% 
- Rata-rata Score bulan Juli 2014 : Sebulu 91,28%, Muara 

Bengkal 89,13%, Santan 94,33% 
- Rata-rata Score bulan Agustus 2014 : Sebulu 95,19% 
Nilai score adalah sama dengan faktor eksploitasI 

Kesimpulan Indikator 2.4.  15/15 100 %  (BAIK)  

 

INDIKATOR 3.5.   Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / 

Pemanfaatan Areal Kerja 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

14. 2.5.1.  
Keberadaan Dokumen 
Rencana Kerja Jangka 
Pendek (RKT) yang 
Disusun Berdasarkan 
Rencana Kerja Jangka 
Panjang (RKU) dan 
Disahkan Sesuai 
Peraturan yang 
Berlaku (Dinas Prov, 
self approval, atau 
Spesifik Pemegang 
Hak Pengelolaan) 

CD BAIK 
(Tetap) 

 Berdasarkan pengecekan terhadap dokumen RKTUPHHK-
HA PT. Surya Hutani Jaya, telah mendapatkan : 
- Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2013, disahkan oleh 

Direksi PT. Surya Hutani Jaya (Self Approval) Nomor : 
SK.001/RKT-SRH/ XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 

- Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 disahkan oleh Direksi 
PT. Surya Hutani Jaya (Self Approval) Nomor : 
SK.002/RKT-SRH/ REV-VIII/2013 tanggal 27 Agustus 
2013. 

- Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2014, disahkan oleh 
Direksi PT. Surya Hutani Jaya (Self Approval) Nomor : 
SK.003/RKT-SRH/ XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 

- Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 disahkan oleh Direksi 
PT. Surya Hutani Jaya (Self Approval) Nomor : 
SK.001/RKT-SRH/ REV-VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 

 Dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2013 dan 2014 mengacu 
kepada Revisi II RKUPHHK-HT 2009 – 2018, tahun 2012. 

15. 2.5.2.  
Kesesuaian Peta Kerja 
dalam Rencana 
Jangka Pendek 
dengan Rencana 
Jangka Panjang 

D BAIK 
(Tetap) 

 Berdasarkan observasi terhadap peta Revisi II RKUPHHK-
HTI didapatkan pembagian rencana tata ruang yang 
meliputi Tanaman Pokok, Tanaman Kehidupan, Tanaman 
Unggulan dan Kawasan Lindung, serta pembagian rencana 
kerja meliputi rencana tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 dan areal kerja sebanyak 6 blok (jangka benah) dan 
2018. 
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 Berdasarkan oservasi terhadap peta RKTUPHHK-HTI tahun 
2013 dan 2014, pembagian rencana tata ruang tetap 
sama, namun untuk kawasan lindung diuraikan menjadi 
beberapa alokasi seperti : areal sempadan sungai, Buffer 
Zone Batas Taman Basional Kutai, Koridor Satwa, 
Kelerengan > 40%, dan Mata Air 

16. 2.5.3.  
Implementasi Peta 
Kerja Berupa 
Penandaan Batas Blok 
Tebangan / Dipanen / 
Dimanfaatkan / 
Ditanam / Dipelihara 
beserta Areal yang 
Ditetapkan sebagai 
Kawasan Lindung 
(untuk Konservasi/ 
buffer zone/ 
pelestarian plasma 
nutfah/religi/budaya/
sarana prasarana dan 
Penelitian dan 
Pengembangan) 

D BAIK 
(Tetap) 

 Berdasarkan observasi lapangan ditemukan tanda-tanda 
batas petak dan blok pada RKTUPHHK-HTI tahun 2013 dan 
2014, tanda petak berupa patok ukuran 5 x 5 cm dan tanda 
batas berupa plang  warna putih.  Untuk kawasan lindung 
ditemukan plang kawasan lindung berupa sempadan 
sungai, KPPN, Buffer Zone batas Taman Nasional Kutai, 
Koridor Satwa di Muara Bengkal. 

17. 2.5.4.  
Kesesuaian Lokasi, 
Luas, Jenis dan 
Volume Panen 
dengan Dokumen 
Rencana Jangka 
Pendek 

D BAIK 
(Naik) 

 Berdasarkan rekaman produksi RKTUPHHK-HTI tahun 2013 
dan 2014 didapatkan data produksi sebagai berikut : 

 

Berdasarkan data tersebut diatas maka realisasi volume 
tebangan tahun 2013 mencapai 77%. 

Tahun 

Rencana Realisasi Persen 

Luas Vol. Luas Vol. Luas 
Vol

. 

(Ha) (M3) (Ha) (M3) (Ha) 
(M
3) 

Panen             

2013  17,575  1,051,166    10,582  812,284    60  77  

2014  22,768  1,379,128      6,374  376,470    28  27  

Tanam             

2013  22,753        9,368      41    

2014  25,770        6,775      26    

Ket : *) realisasi 2014 s/d bulan Agustus 

    

Kesimpulan Indikator 2.5.  21/21 100 % (BAIK) 
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INDIKATOR 3.6.   Tingkat Investasi dan Reinvestasi  yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam 

Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengmbangan, serta Peningkatan 

Kemampuan Sumber daya Manusia 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

18. 2.6.1.  CD SEDANG 
 

 Auditee telah memiliki laporan keuangan per 31 Desember 
2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen yang 
telah diaudit (Audited). 

 Berdasarkan Laporan Rugi Laba dan Neraca tahun 2013, 
didapatkan data sebagai berikut : 
- Berdasarkan metode lancar / current ratio dengan 

membandingkan antara total aktiva lancar dengan 
hutang jangka pendek / lancar maka didapatkan nilai 
likuiditas perusahaan untuk tahun 2013 adalah sebesar 
91% (< 100%) 

- Berdasarkan metode debt ratio dengan membandingkan 
antara total aktiva dengan total hutang maka didapatkan 
nilai solvabilitas perusahaan untuk tahun 2013 adalah 
sebesar 45% (<100%) 

- Berdasarkan analisis perbandingan antara laba dengan 
aktiva maka didapatkan nilai rentabilitas perusahaan 
untuk tahun 2013 adalah sebesar 1,89% (positif) 

19. 2.6.2.  
Realisasi alokasi dana 
yang cukup 

CD BAIK 
(Tetap) 

 Berdasarkan biaya kegiatan pembangunan HTI tahun 2013 
didapatkan Anggaran sebesar Rp. 152.852.000.000 dengan 
realisasi sebesar RP. 138.015.000.000 atau terealisasi 90%. 
(>80%) 

20. 2.6.3.  
Realisasi alokasi dana 
yang proporsional 

CD BAIK 
(Naik) 

 Berdasarkan rincian anggaran dan realisasi biaya kegiatan 
pembangunan HTI (10 posting kegiatan) didapatkan persen 
realisasi tertinggi 100% dan terendah adalah 88%, 
sehingga terdapat perbedaan sebesar 12%. (< 20%)  

21. 2.6.4.  
Realisasi alokasi dana 
yang lancar 

CD BAIK 
(Tetap) 

 Berdasarkan rincian arus kas yang menunjukkan saldo kas 
akhir tahun yang positif dan kondisi keuangan sudah 
mengalami keuntungan, serta berdasarkan persen 
pemenuhan dana pembangunan HTI yang mencapai 90%, 
maka alokasi dana lancar. 

22. 2.6.5.  
Modal yang 
ditanamkan (kembali) 
ke hutan 

D SEDANG 
(Tetap) 

 Berdasarkan laporan tahunan pelaksanaan RKTUPHHK 
pada Hutan Tanaman Industri tahun 2013 an. PT. Surya 
Hutani Jaya dari luas efektif 96.000 ha, pada posisi akhir 
tahun 2013 terealisasi seluas 77.871,70 ha atau 81,11%.   
Berarti bahwa auditee  mampu merealisasikan kewajiban 
penanaman hingga 81,11% dari total area yang seharusnya 
ditanam, namun tidak terdapat bukti telah merealisasikan 
tanaman unggulan. 
Sumber  :  Rekapitulasi Neraca Tanaman Per Perusahaan 

Pemegang IUPHHK-HT 

23. 2.6.6. 
Realisasi kegiatan fisik 
penanaman/ 
pembinaan hutan 

CD BURUK 
(Turun) 

 Sebagaimana tabel dalam verifier 2.5.4 bahwa realisasi 
penanaman tahun 2013 adalah sebesar 9.368 Ha dari 
target 22.753 Ha atau 41% atau kurang dari 50%. 

 

Kesimpulan Indikator 2.6.  16/21 76,19% (SEDANG) 

 

 



RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI 

TPK-FC017| Rev.F| 01062014    Hal 17 dari 38 

 

 

C. EKOLOGI 

INDIKATOR 3.1.   Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.1.1.  
Luasan Kawasan 
dilindungi 

CD BAIK 
(Tetap) 

 Dalam penerapannya rencana konservasi orangutan di 
areal PT SRH terbagi atas beberapa fase kegiatan, yaitu 
Tahapan identifikasi, Tahapan Fasilitasi serta Tahapan 
Terapan dan Monitoring evaluasi 

 Areal yang dialokasikan sebagai kawasan lindung sesuai 
dengan  dokumen perencanaan (RKU) dan menyebar 
merata sesuai dengan kondisi biofisiknya  

 Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode tahun 
2009-2018 tahun 2012 yang telah disyahkan pada tanggal 
21 Desember 2012 yang telah disetujui oleh Menteri 
Kehutanan No. SK. 90/VI-BUHT/2012, areal yang 
diperuntukkan sebagai kawasan lindung adalah seluas 
22.725 hektar.  Kemudian diperkuat dengan SK Direktur PT 
SRH No. 008/SK-SRH/VI/2012 tentang Penetapan Kawasan 
Lindung PT SRH seluas 22.275 ha tanggal 20 Juni 2012 

 Luas kawasan lindung PT SRH mengalami perubahan sesuai 
dengan perkembangan areal dan tuntutan untuk menjaga 
dan mempertahan areal konsesi. 

2. 3.1.2.  
Penataan kawasan 
dilindungi (persentase 
yang telah ditandai, 
tanda batas dikenali) 

CD SEDANG 
(Tetap) 

 Berdasarkan penilaian tahun 2013 kawasan lindung PT SRH 
yang sudah ditata adalah seluas 16.648 ha dari yang 
seharusnya 22.275ha (73,26 %). Hasil wawancara dengan 
karyawan menyatakan belum ada penambahan kawasan 
lindung yang ditata setelah kegiatan sertifikasi tahun 2013.  

 PT SRH sudah membuat peta realisasi pemasangan batas 
kawasan lindung 

 Klaim penataan KL seluas 16.648 ha, hanya 869,3 ha (83,9 
km) yang dilengkapi dengan BA penataan, yaitu Sempada 
Sungai Bliwit seluas 202 ha (24,5 km), Sungai Beluhi seluas 
187 ha (23,8 km), Sungai Keteng seluas 71,7 ha (6,9 km) 
dan Sungai Bendang seluas 408,6 ha (28,65 km), 
Pelaksanaan penataan untuk KL lainnya hanya dilampirkan 
No BAP tanpa bisa menunjukkan fisik BAP tersebut. 

 Berdasarkan hasil pengamatan batas kawasan lindung 
kurang terpelihara karena beberapa plat seng sulit untuk 
dijumpai serta kondisi/warna tanda cat merah sudah pudar 

3. 3.1.3.  
Kondisi penutupan 
kawasan dilindungi 

D BAIK 
(Naik) 

 Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2014 
maka hampir semua kawasan lindung berupa belukar tua 
dan belukar muda/semak (83%). Sedangkan sisanya 
berupa areal non hutan yang ditanami (15%) dan tanah 
terbuka (2%).  Bila di prosentasekan  maka kawasan 
lindung yang berhutan atau yang telah dihutankan kembali 
adalah ≥80%) 

 Berdasarkan laporan penanaman pengkayaan sampai 
dengan tahun 2013 maka setiap tahun kegiatan 
pengkayaan dan penanaman tanah kosong bekas kegiatan 
dilaksanakan. Jenis pengkayaan adalah berupa jenis 
tanaman endemic (Ulin, Kapur, Nyatoh, Gaharu, Meranti, 
Bengkirai) MPTS (Durian, Lai, Rambutan hutan, Cmpedak, 
Kelengkeng) 
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4. 3.1.4.  
Pengakuan para pihak 
terhadap kawasan 
dilindungi 

CD BAIK 
(Naik) 

 Sebagian para pihak telah mengakui keberadaan kawasan 
lindung, namun demikian untuk beberapa lokasi kawasan 
lindung mata air dan kelerengan E yang berada pada areal 
sebelah Selatan sampai saat ini masih menjadi konflik dan 
sudah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. 

 Secara kuantitatif para pihak yang mengakui keberadaan 
kawasan lindung >50%, hal ini dibuktikan dengan 
mendapatkannya PT SRH peringkat emas pada Program 
Peringkat Kinerja Lingkungan (Proper) oleh Gubernur 
Kalimantan Timur, disamping itu perguruan tinggi dan 
sebagian masyarakat sekitar hutan mengapresiasi 
dibangunnya sempadan sungai sebagai koridor satwa 
(orangutan). 

 PT SRH mengklaim telah melakukan sosialisasi keberadaan 
dan fungsi kawasan lindung kepada desa-desa sekitar areal 
konsesi bersamaan dengan kegiatan lain, termasuk MPA 
yang dibuktikan dengan Laporan Kegiatan Sosialisasi 
Terpadu PT SRH yang dilakukan oleh PT SRH pada tanggal 
28 Juni 2012 di Desa Sumbersari Kec. Sebulu. Laporan 
Sosialiasi HCS (high carbon stock) dan FCP (forest 
conservation policy) yang dilakukan oleh TFT (the forest 
trust) pada Juni 2014 dan laporan penanganan HCVF 5&6 
oleh Comdev PT SRH tahun 2014. 

5. 3.1.5.  
Laporan pengelolaan 
kawasan lindung hasil 
tata ruang areal/ 
land scaping 

CD SEDANG 
(Turun) 

 Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan 
ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata 
ruang. Laporan pengelolaan telah secara rutin dilaporkan 
kepada Dinas Kehutanan serta Badan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Kukar 

 Secara berkala PT SRH telah menyusun laporan 
Implementasi RKL-RPL yang telah mengacu kepada 
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup  Nomor:   45    
Tahun 2005 

 Penarikan kesimpulan dan evaluasi pada dokumen 
implementasi RKL-RPL tidak berdasarkan data lapangan, 
sehingga evaluasi kecenderungan beberapa parameter 
lingkungan bernilai “tidak normal” (kelembaban udara, 
suhu udara dan laju erosi) 

 Surat pengantar pelaporan dokumen implementasi 
RKL/RPL semesteran kepada BLH Kab. Kukar dan Dinas 
Kehutanan Kab. Kukar untuk 3 semester terakhir lengkap.  

Kesimpulan Indikator 3.1.  16/18 88,89 % (BAIK) 
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INDIKATOR 3.2.   Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

6. 3.2.1.  
Ketersediaan prosedur 
perlindung-an yang 
sesuai dengan jenis-
jenis gangguan yang 
ada. 

CD BAIK 
(Tetap) 

PT SRH telah menyusun prosedur pengelolaan dan mencakup 
seluruh jenis gangguan yang ada.  Prosedur tersebut berupa 
perlindungan hutan dari kebakaran dan proteksi terhadap 
hama dan penyakit tanaman, serta prosedur pengamanan 
hutan dariperambahan dan penyerobotan lahan, baik berupa 
tindakan preentiv, preventif maupun represif. 

7. 3.2.2.  
Sarana prasarana 
perlindungan gangguan 
hutan 

CD SEDANG 
(Turun) 

 Jumlah dan jenis peralatan pemadam kebakaran serta 
menara pengawas kebakaran memadai dan berfungsi 
dengan baik 

 Pada beberapa lokasi kondisi menara pengawas telah 
dijarah dan rusak. Besi penahan tiang menara sebagian 
hilang dan lantai pijakan berkarat dan berlubang sehingga 
membahayakan petuga pemantau kebakaran 

 Jumlah pos penjagaan cukup, yaitu sebanyak 12 pos yang 
tersebar merata pada setiap titik yang berakses keluar 
areal konsesi, namun demikian karena Distrik Santan 
merupakan distrik baru, maka jumlah pos penjagaan hanya 
1 yaitu berada di sekitar kantor. 

 Jumlah dan jenis papan peringatan/informasi/ larangan 
serta papan fire danger indeks cukup serta ditempatkan 
pada lokasi yang mudah diakses dan dilihat 

8. 3.2.3.  
SDM perlindungan 
hutan 

CD BAIK 
(Tetap) 

 Jumlah personel Perlindungan Hutan sebanyak 10 Orang, 
Environment 6 orang 2 diantaranya adalah Ganis Keling. 
R&D 16 orang diantaranya 4 orang khusus Pest & Desease 
dengan kualifikasi 2 peneliti dan 2 teknisi  

 Jumlah personel pamhut adalah sebanyak 95  orang  yang 
teridir dari 68 orang bertugas di distrik Sebulu, jumlah 
pamhut pada distrik Muara Bengkal sebanyak  21 orang  
dan jumlah pamhut distrik Santan sebanyak 6 orang 

- Penanggung jawab damkarhut adalah Operasional Head PT 
SRH dengan nelibatkan seluruh karyawan di setiap distrik. 
Keterlibatan ini berlaku bila keadaan darurat terjadi, yaitu 
apabila terjadi kebakaran hutan secara masif di dalam areal 
PT SRH 

 Pimpinan regu pemadam kebakaran adalah seorang Fire 
Marshal yang dibantu oleh seorang Fire Bos yang dibantu 
oleh ERT (Emergency Rescue Team) sebanyak kurang lebih 
45 personel (seluruh karyawan distrik) 

 Berdasarkan SK Menhut No. P. 12/Menhut-II/2009 tanggal 
23 Pebruari 2009 tentang Pedoman Perlindungan Hutan di 
Areal Pengusahaan Hutan maka jumlah dan jenis sarana 
prasarana sudah mencukupi dan sesuai dengan ketentuan  

9. 3.2.4.  
Implementasi 
perlindungan 
gangguan hutan 
(preemptif prreventif/ 
represif) 

D BAIK 
(Tetap) 

 Kegiatan kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui 
tindakan tertentu dan sudah mempertimbangkan jenis-
jenis gangguan yang ada 

 Perlindungan hutan berupa pemantauan dan monitoring 
serta pencegahan terhadap hama dan penyakit tanaman, 
telah dilakukan mulai dari pemuliaan bibit tanaman, 
penyemprotan insektisida. Dosis yang digunakan tlah 
ditetapkan sesuai dengan SOP yang berlaku 
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 Kegiatan pengendaian kebakaran mulai dari peantauan 
hotspot, patrol rutin, pengamatan melalui menara 
pengawas sampai dengan pemadaman secara massif bila 
terjadi kebakaran di dalam areal konsesi PT SRH 

 PT SRH telah membuat peta rawan kebakaran skala 1 : 
100.000 sebagai early warning system terhadap ancaman 
kebakaran hutan dan lahan di dalam areal 

 Kegiatan perlindungan hutan terhadap penyerobotan 
lahan dilakukan mulai sosialisasi keberadaan areal, 
keberadaan kawasan lindung sampai dengan pelaporan 
kepada Polisi bila terjadi penyerobotan lahan seperti yang 
terjadi terhdap claim lahan sawit mandiri. 

Kesimpulan Indikator 3.2.  14/15 93,33 % (BAIK) 

 

INDIKATOR 3.3.   Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan 

Hutan   

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

10. 3.3.1.  
Ketersediaan prosedur 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 

CD SEDANG 
(Turun) 

 Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh 
dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatn hutan 

 Prosedur dan instruksi kerja telah mencakupkegiatan 
pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan yang 
mengakibatkan erosi dan dampak turunannya berupa 
sedimentasi, kualitas air dan fluktuasi tinggi muka air. 

 Prosedur yang dibuat sangat lengkap namun pada 
beberapa penanggung jawab kegiatan personel 
penanggung jawab di dalam prosedur tidak sama dengan 
penanggung jawab di lapangan sesuai dengan truktur 
organisasi di tingkat distrik maupun area  

11. 3.3.2.  
Sarana pengelolaan 
dan pemantauan 
dampak terhadap 
tanah dan air 

CD BAIK 
(Tetap) 

 Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai 
dengan ketentuan (AMDAL) dan berfungsi dengan baik.  
Hasil perhitungan dan pengukuran ini selanjutnya 
disampiakan dalam dokumen implementasi pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan. 

 PT SRH belum secara khusus menyusun prosedur 
mengenai pembangunan penangkap oli bekas (oil trapped) 
namun pada pelaksanaan di lapangan kegiatan 
penyimpanan, pendistribusian dan penggunaan bahan 
bakar dan/atau oli relative bagus dan trorgansir.   

12. 3.3.3.  
SDM pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 
 

CD SEDANG 
(Tetap) 

 Berdasarkan struktur organisasi PT SRH penanggung jawab 
kegiatan perlindungan hutan adalah Kepala Bagian Kelola 
Lingkungan dan Perlindungan Hutan 

 Tersedia SDM pengelola dan pemantau tetapi jumlah 
personal kurang memadai.  Jumlah Ganis Keling 2 orang 
yang harus bertanggung jawab terhadap 3 Distrik (46 titik 
pemantauan dan pengelolaan yang harus diukur secara 
periodik).  Walaupun dalam pelaksanaannya kegiatan 
pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan 
air dibantu oleh environment officer (EO) pada tingkat 
distrik.  Keterbatasan SDM terlihat dari kondisi beberapa 
alat ukur yang tidak/kurang berfungsi dan cenderung tidak 
bisa diukur 
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 PT SRH bekerjasama dengan Kegiatan pengambilan sample 
dan analisis lab untuk lampiran dokumen implementasi 
RKL/RPL bekerjasama dengan Balai Riset dan Standardisasi 
Industri Samarinda (Baristand Industri Samarinda) yng 
telah terakreditasi KAN (ISO/IEC : 17025) untuk pengujian 
beberapa parameter lingkungan 

13. 3.3.4.  
Rencana dan 
implementasi 
pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan 
air (teknis sipil dan 
vegetatif). 

D BAIK 
(Tetap) 

 Adanya pemantauan curah hujan, debit-sedimentasi, TSS 
dan TDS, pengelolaan B3, penilaian HVCF menunjukkan 
bahwa PT SRH telah berupaya untuk melakukan 
pengelolaan lingkungan yang lebih masif dan holistik.  

 Secara khusus jenis kegiatan pengelolaan yang bertujuan 
untuk mengendalikan pencemaran tanah dan air 
diantaranya adalah penggunaan pestisida secara 
terkendali, penanganan bekas kemasan pestisida dan 
sampah (organik/non-organik) dikendalikan oleh prosedur 
yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyimpanan 
limbah B3 yang sejalan dengan Peraturan dan Persyaratan 
dari Deptan (Komisi Pestisida) serta sudah mendapatkan 
ijin dari BLH Kabupaten Kukar serta secara rutin telah 
menyusun laporan pengamatan penggunaan B3 setiap 
semester (6 bulan sekali) 

 Kegiatan pengendalian hama/penyakit dilakukan secara 
intensif dengan konsep penggunaan pestisida terkendali. 
Jenis pestisida yang digunakan adalah jenis yang diizinkan 
berdasarkan PP No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan 
atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida. 

 Sarana prasarana lain yang bias meminimalisir besarnya 
laju erosi adalah pembuatan gorong-gorong dan jembatan. 
Gorong-gorong dan jembatan difungsikan sebagai sarana 
untuk pencegahan terjadinya genangan air, diharapkan 
dengan dibangunya sarana-prasarana ini maka aliran air 
akan lancar sehingga genangan akan berkurang.   
 

14. 3.3.5.  
Rencana dan 
implementasi 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan 
air. 

CD SEDANG 
(Turun) 

 Pemantauan dampak telah dilaksanakan seperti yang 
diminta oleh dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan 
parameter lingkungan yang dipantau adalah erosi, 
sedimentasi, kualitas fisik dan kimia air sungai serta 
pemantauan akan bahaya kebakaran.   

 PT SRH melaksanakan pemantauan terhadap kondisi fisik 
dan kimia air serta tanah setiap semester. Hasil analisis 
tanah dan air tersebut sebagai lampiran dokumen 
implementasi RKL-RPL. 

 Pemantauan kualitas fisik dan kimia tanah dilaksanakan 
setiap tahun.  Analisis air dan tanah dilaksanakan oleh 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda (Baristand 
Industri Samarinda) yng telah terakreditasi KAN (ISO/IEC : 
17025) untuk pengujian beberapa parameter lingkungan 

 PT SRH secara rutin memantau tinggi muka air di bberapa 
sungai utama yang melintas di dalam areal, laju erosi pada 
beberapa jenis tanaman dan umur tanaman. Namun 
demikian pada beberapa lokasi alat pemantau TMA skala 
tinggi air sudah tidak terbaca 

 PT SRH teah melakukan pemantauan kondisi fisik dan 
kimia sungai-sungai utama, namun parameter yang 
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dipantau terhadap kualitas air tersebut tidak  sama antar 
sungai sehingga tidak bias diketahui secara pasti tingkat 
keberhasilan pengelolaan yang telah dilakukan. 

15. 3.3.6.  
Dampak terhadap 
tanah dan air. 

D SEDANG 
(Tetap) 

 Terdapat indikasi adanya dampak besar dan penting tetapi 
PT SRH telah melakukan upaya pengelolaan walaupun 
tidak semuanya sesuai dengan ketentuan 

 Berdasarkan dokumen implementasi RKLRPL, nilai 
pengukuran laju erosi tahunan antara 0,39-3,28 
ton/ha/thn.  Namun data tersebut tidak bisa menjadi 
patokan karena nilai maksimal (3,28 ton/ha/thn pada 
tahun 2013) terdapat indikasi kekeliruan perhitungan. 

 Air buangan persemaian yang banyak mengandung 
pestisida langsung di alirkan ke dalam saluran drainase 
tanpa ada perlakuan sehingga pada jangka panjang sangat 
berpotensi berdampak negative terhadap tanah dan air 
sungai 

 Nilai kualitas air sungai hasil analisis lab menunjukkan 
semua parameter yang diukur dibawah ambang batas 
menurut Kementerian Lingkungan Hidup RI 

Kesimpulan Indikator 3.3.  19/24 79,17 % (SEDANG) 

 

 

 

 

INDIKATOR 3.4.   Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang 

(rare), Terancam Punah (threatened) dan Endemik. 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

16. 3.4.1.  
Ketersediaan 
prosedur identifikasi 
flora dan fauna yang 
dilindungi dan/ atau 
langka, jarang, 
terancam punah dan 
endemik mengacu 
pada perundangan 
yang berlaku. 

CD BAIK 
(Tetap) 

 PT SRH telah menyusun prosedur yang berkaitan dengan 
kegiatan identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi 
yang terdapat di areal konsesi 

 Prosedur yang dibuat sangat lengkap namun pada 
beberapa penanggung jawab kegiatan personel pnanggung 
jawab di dalam prosedur tidak sama dengan penanggung 
jawab di lapangan sesuai dengan truktur organisasi di 
tingkat distrik maupun area 

17. 3.4.2.  
Implementasi 
kegiatan identifikasi. 

D BAIK 
(Tetap) 

 PT SRH bekerjasama dengan Ekologika sedang menyusun 
laporan Assessment Penilaian Nilai Konservasi Tinggi yang 
didalamnya juga melalukan identifikasi serta inventarisasi 
flora-fauna yang berada di dalam NKT-1 (Keanekaragaman 
Hayati Penting), dan NKT-3 (Ekosistem Langka atau 
Terancam Punah) 

 Dalam pengelolaan hutan tanaman industri, 
keanekaragaman hayati yang ada harus dijaga dan 
dilestarikan keberadaannya dengan melakukan kegiatan 
pemantauan dan pengamatan biodiversity, guna 
mendapatkan gambaran perkembangan dan 
kelestariannya.   

 Pelaksanaan pemantauan vegetasi dan satwa liar dilakukan 
1 tahun sekali sesuai dengan RPL (Rencana Pemantauan 
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Lingkungan). Lokasi pemantauan berada di Sempadan 
Sungai, Koridor Satwa dan Tanaman berumur 1, 3 dan 5 
tahun, baik Acacia maupun Eucalyptus pellita.   

 PT SRH telah menyusun laporan pemantauan Biodiversity 
pada tahun 2013 dan tahun 2014. 

Kesimpulan Indikator 3.4.  9/9 100 %  (BAIK) 

 

 

 

INDIKATOR 3.5.   Pengelolaan Flora untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 
rusak 

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan 
terancam punah dan endemik 

 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

18. 3.5.1.  
Ketersediaan prosedur 
Pengelolaan flora yang 
dilindungi mengacu 
pada peraturan 
perundangan yang 
berlaku. 

CD Sedang 
(Turun) 

 PT SRH telah menyusun prosedur yang berkaitan dengan 
kegiatan pengelolaan flora dilindungi  

 Prosedur yang dibuat sangat lengkap namun pada 
beberapa penanggung jawab kegiatan personel pnanggung 
jawab di dalam prosedur tidak sama dengan penanggung 
jawab di lapangan sesuai dengan truktur organisasi di 
tingkat distrik maupun area 

19. 3.5.2.  
Implementasi 
kegiatan pengelolaan 
flora sesuai dengan 
yang direncanakan 

D Baik 
(Tetap) 

 Terdapat implementasi pengelolaan flora di kawasa 
lindung tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang 
dilindungi 

 Pengelolaan flora diindungi terekam dalam laporan satwa 
dan vegetasi (Biodiversity) tahun 2013 dan 2014 serta 
dokumen implementasi RKL-RPL tahun 2013 dan 2014. 

 Menurut dokumen HVCF PT SRH, kawasan sempadan 
sungai mempunyai keanekaragaman yang tinggi terutama 
pada kawasan yang mempunyai batasan dengan hutan 
dataran rendah, demikian juga dengan embung yang 
banyak dijumpai.  Tipe vegetasi rawa periodic/riparian 
dicirikan dengan kondisi tanah yang tergenang, baik 
sementara (periodic) selama musim hujan mapupun 
secara tetap karena berdampinga dengan daerah aliran 
sungai.  Akibatnya vegetasi yang tumbuh di daerah ini 
harus mampu beradaptasi dengan banyaknya air 
(genangan) yang berada di sekitarnya. 

 Jenis-jenis flora yang dijumpai di areal ini diantaranya 
adalah Dryobalanops aromatic, Dipterocarpus tempehes. 
(Dipterocarpaceae), Syzugium sp. (Moreceae), Alstonia sp. 
(Hyperaceae), Gluta spp. (Dilleniaceae), Litsea spp., 
Eusideroxylon zwageri (Lauraceae) dll.  Umbuhan bawah 
yang ditemukan antara lain Scleria laevis, Pandanus sp., 
Piper cocratum. 

20. 3.5.3.  
Kondisi spesies flora 
dilindungi dan/ atau 

CD Sedang 
(Tetap) 

 Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora 
dilindungi tetapi PT SRH telah melakuan upaya untuk 
menanggulangi gangguan tersebut 
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jarang, langka dan 
terancam punah dan 
endemik 

 Pada bebapa lokasi (KPPN) terhadap spesies dilindungi 
diberi label dan diberi tanda khusus yang menunjukkan 
bahwa jenis tersebut termasuk spesies dilindungi 

Kesimpulan Indikator 3.5.  10/12 83,33 % (BAIK) 

 
 
 
 
INDIKATOR 3.6.   Pengelolaan Fauna untuk : 

1.  Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 
rusak  

2.  Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam 
punah dan endemic 

 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

21. 3.6.1.  
Ketersediaan 
prosedur 
pengelolaan fauna 
yang dilindungi 
mengacu pada 
peraturan 
perundangan yang 
berlaku, dan tercakup 
kegiatan 
perencanaan, 
pelaksana, kegiatan, 
dan pemantauan 

CD Sedang 
(Turun) 

 PT SRH telah menyusun prosedur yang berkaitan dengan 
kegiatan pengelolaan fauna dilindungi 

 Prosedur yang dibuat sangat lengkap namun pada 
beberapa penanggung jawab kegiatan personel pnanggung 
jawab di dalam prosedur tidak sama dengan penanggung 
jawab di lapangan sesuai dengan truktur organisasi di 
tingkat distrik maupun area 

22. 3.6.2.  
Realisasi pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan 
fauna sesuai dengan 
yang direncanakan 

D Baik 
(Tetap) 

 PT SRH telah mengalokasikan areal seluas 8.062 ha atau 
sekitar 5% dari areal konsesi untuk dijadikan koridor satwa 
yang terbagi menjadi 4 koridor. 

 Pada koridor tersebut dikayakan dengan jenis pakan satwa  

 Khusus untuk orangutan PT SRH melakukan kegiatan yang 
lebih intensif dengan  kerjasama  PT Sumalindo Hutani 
Jaya, Ecositrop Unmul, PPHT Unmul. Kegiatan konservasi 
orangutan di PT SRH dimulai sejak 2006 yg telah dilakukan 
melalui beberapa tahapan (1) Survey populasi dan 
distribusi orangutan 2006 – 2012, (2) Desain koridor dan 
kawasan konservasi 2008/2009 dan (3) Penyusunan 
dokumen evaluasi dan monitoring 2010, 2011 

 Untuk memonitor tingkat keefektifan pengelolaan 
terhadap fauna dilindungi PT SRH menyusun dokumen 
pendukung, diantaranya CMP, Implementasi RKL-RPL 
secara periodic setiap semester, HVCF dan Laporan 
Biodiversity 

23. 3.6.3.  
Kondisi spesies fauna 
dilindungi dan/ atau 
jarang, langka dan 
terancam punah dan 
endemik 

CD Sedang 
(Tetap) 

 Menurut dokumen Amdal dampak biologi yang mungkin 
terjadi pada kegiatan penyiapan tanaman HTI adalah 
penurunan keanekaragaman jenis, hal ini terjadi pada 
areal areal efektif sementara untuk kawasan lindung 
seharusnya tidak mengalami dampak tersebut 
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 Upaya yang dilakukan oleh PT SRH adalah mengalokasikan 
10% areal konsesinya sebagai kantong satwa atu 
pelestarian plasma nutfah tanpa adanya gangguan 
terhadap areal tersebut 

Kesimpulan Indikator 3.6.  10/12 83,33 % (BAIK) 

 

D. SOSIAL 

INDIKATOR 4.1.   Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan 

Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat. 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.1.1.  
Ketersediaan 
dokumen/ laporan 
mengenai pola 
penguasaan dan 
pemanfaatan 
SDA/SDH setempat, 
identifikasi hak-hak 
dasar masyarakat 
hokum adat 
dan/atau masyarakat 
setempat, dan 
rencana 
pemanfaatan SDH 
oleh.pemegang izin. 

D Sedang 
(Tetap) 

 Dokumen PT. SRH 1 tahun terakhir yang memuat 
mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum 
adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana 
pemanfaatan SDH  antara lain : 
1. Revisi I RKUPHHK-HTI Periode tahun 2009 – 2018 

berdasarkan SK Menhut No. SK.105/VI-BUHT/2011 
tanggal 25 Agustus 2011 tentang Persetujuan Revisi 
RKUPHHK HTI an. PT Surya Hutani Jaya berdasarkan 
IHMB 

2. Revisi II RKUPHHK-HTI Periode tahun 2009 – 2018 
berdasarkan SK. Direktur Jenderal Bina Usaha 
Kehutanan  ub Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman 
an Menteri Kehutanan  No. SK. 90/VI-BUHT/2012 
tanggal 12 Desember 2012. (karena adanya 
Perubahan pembagian unit kelestarian dari 2 distrik 
menjadi 3 distrik sehingga terjadi perubahan unit 
kelestarian) 

3. RKT UPHHK HTI PT. SRH tahun 2013 dan Revisinya 
4. RKT UPHHK HTI PT. SRH tahun 2014 dan Revisinya 
5. Project Plan tahun 2014 

 PT. SRH telah memiliki dokumen perencanaan yang 
lengkap, namun dokumen-dokumen tersebut masih belum 
memuat data dan informasi tentang kondisi sosial ekonomi 
budaya masyarakat sekitar yang terkini (dibawah 5 tahun 
terakhir). 
 

2. 4.1.2.  
Tersedia mekanisme 
pembuatan batas 
kawasan secara 
parsipatif dan 
penyelasian konflik 
batas kawasan 
 

CD Sedang 
(Tetap) 

PT. SRH  telah memiliki mekanisme Pembuatan Tata Batas 
Definitif   dan SOP Resolusi  Konflik Permasalahan Lahan 
apabila timbul  konflik/klaim permasalahan lahan , namun PT. 
SRH belum  memiliki mekanisme  Penataan Batas kawasan 
secara Partisipatif  
 

3. 4.1.3.  
Tersedia mekanisme 
pengakuan hak-hak 
dasar masyarakat 

D Baik 
(Tetap) 

 PT. SRH telah memiliki beberapa SOP antara lain : 
1. SOP   PMDH 
2. SOP  Resolusi Konflik Permasalahan Lahan 
3. SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan 



RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI 

TPK-FC017| Rev.F| 01062014    Hal 26 dari 38 

 

 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

hokum adat dan 
masyarakat setempat 
dalam perencanaan 
pemanfaatan SDH 

(HTR) 
4. SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK) 
5. SOP Hasil hutan Bukan Kayu 
6. SOP Pelaksanaan FPIC pada Areal Penanaman Baru 
7. SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja 

 SOP – SOP tersebut telah  mengakomodir mengenai 
pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan 
masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan 
SDH yang legal, lengkap dan jelas. 
 

4. 4.1.4.  
Tersedia batas yang 
memisahkan secara 
tegas antara 
kawasan/ areal kerja 
unit manajemen 
denga kawasan 
kehidupan 
masyarakat.   

CD Sedang 
(Tetap) 

 Berdasarkan hasil orientasi lapangan pada areal PT SRH 
bagian Selatan  pada 3 lokasi yang berbeda yakni: 
1. Antara Base Camp 38 sampai dengan Batas Areal 

IUPHHK ( sekitar Km 19/Air Bening) dengan koordinat   
00 °14' 12,82" LS dan  116° 53' 14,11" BT ,  disepanjang 
kiri kanan jalan sudah tanami tanaman Karet, Sawit , 
Sawah dan Kebun milik masyarakat. Pada batas Areal 
PT. SRH (Km 19) tidak ditemukan Papan Informasi 
tentang areal PT. SRH  

2. Areal PT. SRH yang di klaim desa Tratak yang telah 
diselesaikan pada tahun 2010 (koordinat 00 °06' 59,15" 
LS dan  116° 53' 18,15" BT ) dan telah ditanami  
Eucalyptus dan Gmelina oleh PT. SRH pada saat 
kunjungan lapangan, areal tersebut sebagian telah di 
land clearing akan ditanami Kelapa Sawit pihak lain 

3. Di sekitar Pos I , PT. SRH telah membuat Parit Batas  
yang memisahkan areal konsesi dengan lahan 
masyarakat desa Sumber Sari  (koordinat 00 °08' 33,75" 
LS dan  116° 58' 51,58" BT selebar 2 meter.  Di sebelah 
dalam areal PT. SRH banyak ditemukan pemukiman dan 
kebun masyarakat  

 PT. SRH sudah berupaya membuat batas yang jelas antara 
Perusahaan dengan kawasan kehidupan masyarakat, 
namun masyarakat sekitar masih mengklaim terhadap 
areal tersebut sebagai areal mereka (masih ada potensi 
konflik)   

5. 4.1.5.  
Terdapat persetujuan 
para pihak atas luas 
dan batas areal 
kerja IUPHHK 

CD Sedang 
(Tetap) 

Berdasarkan telaahan dokumen tentang Penyelesaian Klaim 
Batas  desa Teratak sudah ada penyelesaian berupa 
kesepakatan (tahun 2010)  dan  Pembuatan batas antara PT. 
SRH dengan desa Sumber Sari  berupa parit  selebar 2 meter. 
Dari telaahan dokumen  dan chek di lapangan  PT. SRH telah 
melakukan upaya  membuat  kesepakatan dengan masyarakat  
atas luas dan batas areal kerja serta pembuatan batas berupa 
parit , namun baru sebagian dan belum ada kesepakatan 
dengan masyarakat dan  masih ada potensi konflik di 
lapangan 

Kesimpulan Indikator 4.1.  16/21 76,19 % (SEDANG) 
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INDIKATOR 4.2.   Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Sesuai dengan Peraturan Perundangan 

yang Berlaku 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

6. 4.2.1.  
Ketersediaan dokumen 
yang menyangkut 
tanggung jawab social 
pemegang izin sesuai 
dengan peraturan-
perundangan yang 
relevan 

D Baik 
(Tetap) 

Hasil telaahan beberapa dokumen sosial milik PT. SRH  yang 
ada, dapat disimpulkan bahwa PT. SRH  telah memiliki 
dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang 
izin sesuai dengan peraturan perundangan yang 
relevan/berlaku 

7. 4.2.2.  
Ketersediaan 
mekanisme 
pemenuhan kewajiban 
social pemegang izin 
terhadap masyarakat 

CD Sedang 
(Tetap) 

PT.SRH  telah memiliki mekanisme dalam pemenuhan 
kewajiban sosial  terhadap masyarakat yang tertuang dalam 
SOP PMDH, SOP   Resolusi Konflik Permasalahan Lahan, SOP 
Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan (HTR) dan SOP 
Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, SOP Hutan Rakyat 
Pola Kemitraan, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu dan terdapat  
daftar Kontraktor, kerjasama dengan koperasi, namun tidak 
ditemukan mekanisme/acuan yang mengatur tentang   
peningkatan usaha produktif terhadap masyarakat  sekitar 

8. 4.2.3.  
Kegiatan sosialisasi 
kepada masyarakat 
mengenai hak dan 
kewajiban pemegang 
izin terhadap 
masyarakat dalam 
mengelola SDM 

D Sedang 
(Tetap) 

 Pada periode 1 tahun terakhir, berdasarkan telaahan 
dokumen  PT. SRH pernah  melakukan sosialisasi kepada 
beberapa desa di sekitar areal tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT 5 dan 6) 
ada bukti foto tetapi tidak dilengkapi daftar hadir, 
Sosialisasi kawasan bernilai karbon (HCS) dan Forest 
Conservation Policy (FCP) 

 Hasil wawancara dengan dengan beberapa warga 
masyarakat desa Menamang Kanan, Menamang kiri dan 
Benua Baru, sebagian warga tidak  mengetahui adanya 
sosialisasi tersebut 

9. 4.2.4.  
Realisasi pemenuhan 
tanggung jawab social 
terhadap masyarakat / 
implementasi hak-hak 
dasar masyarakat 
hokum adat dan 
masyarakat setempat 
dalam pengelola SDH. 

D Baik 
(Tetap) 

PT. SRH  telah memiliki bukti yang lengkap mengenai realisasi 
pemenuhan  tanggung jawab sosial terhadap  masyarakat 
/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan 
masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH yang tertuang 
dalam Laporan Rencana dan Realisasi PMDH PT. SRH tahun 
2013 dan tahun 2014 (s/d Semester I) , Berita Acara Serah 
Terima Bantuan/Sumbangan kepada masyarakat sekitar dan 
penggunaan Tenaga Kerja lokal dll. 

10. 4.2.5.  
Ketersediaan laporan 
/ dokumen terkait 
pelaksanaan 
tanggung jawab 
social pemegang izin 
termasuk ganti rugi 

D Baik 
(Tetap) 

PT. SRH  telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan 
tanggung jawab sosial  yang termuat dalam laporan  Rencana 
dan Realisasi PMDH dan Berita Acara Serah Terima 
Bantuan/Sumbangan serta BAP Pembayaran  Ganti Rugi  
secara lengkap. 

Kesimpulan Indikator 4.2.   24/27 88,89 % (BAIK) 
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INDIKATOR 4.3.   Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para 
Pihak 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

11 4.3.1.  
Ketersediaan data dan 
informasi masyarakat 
hokum adat dan/ atau 
masyarakat setempat 
yang terlibat, 
tergantung oleh 
aktivitas pengelola SDH 

D Sedang 
(Tetap) 

 

PT. SRH  telah memiliki data dan informasi tentang 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang 
terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan 
SDH yang tertuang dalam dokumen-dokumen: 
1. Studi Diagnostik PMDH PT. SRH 
2. RKUPHHK-HT  PT. SRH 
3. BA Serah Terima Bantuan tahun 2013 dan 2014 
4. Dokumen Realisasi  Ganti Rugi Tanam Tumbuh tahun 

2011 
5. Laporan Daftar Tenaga Kerja bulan Agustus 2014 
6. Daftar Kontraktor bulan Agustus 2014 
Namun data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau 
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh 
oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. SRH masih kurang 
lengkap (masih merupakan informasi dan data-data  lama) 

12 4.3.2.  
Ketersediaan 
mekanisme 
peningkatan peran 
serta dan aktivitas 
masyarakat hukum 
adat dan/ atau 
masyarakat setempat 

CD Sedang 
(Tetap) 

Perusahaan telah memiliki mekanisme peningkatan peran 
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang tertuang dalam SOP  PMDH dan 
SOP  Hasil Hutan Bukan Kayu akan tetapi tidak ditemukan 
mekanisme/acuan  yang mengatur peningkatan peran serta 
dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat 

13. 4.3.3.  
Keberadaan 
dokumen rencana 
pemegang izin 
mengenai kegiatan 
peningkatan peran 
serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat. 

CD Baik 
(Tetap) 

PT. SRH telah memiliki dokumen (1 tahun terakhir) rencana  
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 
masyarakat secara lengkap dan jelas yang tertuang dalam  
Dokumen RKUPHHK HT periode tahun 2009 – 2018 dan 
Revisinya , RKT UPHHK HT tahun 2013 dan 2014 , dan Project 
Plan Community Development tahun 2014.  

14. 4.3.4.  
Implementasi 
kegiatan peningkatan 
peran serta dan 
aktivitas masyarakat 
hukum adat dan atau 
masyarakat setempat 
oleh pemegang izin 
yang tepat sasaran. 

D Baik 
(Tetap) 

Perusahaan telah berperan serta dalam peningkatan  aktivitas 
ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat 
setempat yang termuat dalam laporan  Rencana dan Realisasi 
(Fisik dan Biaya) PMDH tahun 2013 dan 2014 (Semester I) 
diatas 50%, Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, BAST 
Bantuan/Sumbangan, kerjasama dengan kontraktor lokal dan 
kerjasama peningkatan usaha produktif dengan kelompok 
tani. 

15. 4.3.5.  
Keberadaan 
dokumen/ laporan 
mengenai 
pelaksanaan 
distribusi manfaat 
kepada para pihak 

D Baik 
(Tetap) 

 
 

Perusahaan telah mendokumentasikan  semua kegiatan yang 
berhubungan dengan  distribusi manfaat kepada parapihak  
(karyawan, masyarakat dan pemerintah)  secara lengkap dan 
jelas, dalam beberapa dokumen antara lain : 
1. Laporan Rencana dan Realisasi Fisik/Biaya PMDH tahun 

2013 dan 2014 (semester I) 
2. Berita Acara Serah Terima Bantuan/Sumbangan 2013 

dan 2014 
3. Pembayaran Gaji Karyawan PT. SRH bulan Agustus 2014 
4. Realisasi Pembayaran PBB dan DR/PSDH tahun 2013 dan 

2014 (semester I) 
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NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kesimpulan Indikator 4.3.  21/24 87,50 % (BAIK) 

 

INDIKATOR 4.4.   Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

16. 4.4.1.  
Tersedia mekanisme 
resolusi konflik 

D Baik 
(Tetap) 

PT. SRH telah memiliki mekanisme dalam penyelesaian konflik 
yang termuat dalam beberapa dokumen antara lain : 
1. SOP Resolusi Konflik  Permasalahan Lahan 
2.  Struktur Organisasi dan Job Dicription dalam penangan 

dalam penangan konflik  
Dari telaahan dokumen tersebut memuat tentang tahap-
tahap penyelesaian konflik disesuaikan dengan jenis dan 
besaran konflik yang terjadi. SOP tersebut berisi uraian dan 
mekanisme penyelesaian konflik secara lengkap dan jelas 

17. 4.4.2.  
Tersedia peta konflik 

CD Baik 
(Tetap) 

PT.SRH telah memiliki  Data Penyelesaian Lahan, Kronologis 
Penyelesaian Lahan, Monitoring Permasalahan Lahan dan 
Pemetaan Konflik dan Deskripsi Konflik.   
Dalam Deskripsi Konflik dan Pemetaan konflik,  PT.SRH telah 
melakukan identifikasi  mengenai lokasi,  jenis, pelaku dan 
sumber potensi konflik serta mencari/menentukan alternatif 
pencegahan, pemantau dan prioritas tindakan terkait dengan 
potensi konflik yang teridentifikasi   
PT. SRH telah memiliki peta konflik yang lengkap dan jelas 

18. 4.4.3.  
Adanya kelembagaan 
resolusi konflik yang 
didukung oleh para 
pihak 

CD Baik 
(Tetap) 

Berdasarkan  Struktur Organisasi dan Job Description PT Surya 
Hutani Jaya terlihat bahwa PT, SRH telah  memiliki lembaga 
/organisasi yang  mengelola konflik, baik penyiapan personil  
dan pendanaan yang memadai. 
 

19. 4.4.4.  
Ketersediaan 
dokumen proses 
penyelesaian konflik 
yang pernah terjadi. 

D Baik 
(Tetap) 

PT Surya Hutani Jaya memiliki beberapa dokumen/laporan 
penanganan  konflik yang pernah  terjadi lengkap dan jelas  
yang termuat dalam dokumen  sebagai berikut: 

a)  Kronologis Permasalahan Lahan Desa Sumber Sari 
Kecamatan Sebulu (2011) 

b) Laporan Penyelesaian Permasalahan Lahan (2011) 
c) Monitoring dan Data permasalahan Lahan (2010)  
d) Kronologis Penyelesaian Lahan Desa Teratak Kec. 

Muara Kaman Jilid II ( 2010) 
e) Laporan Penyelesaian permasalahan Lahan , 

Monitoring Permaslahan Lahan dan Data 
Permasalahan Lahan  ( 2009) 

f) Kronologis Penyelesaian Lahan Desa Puan Cepak,Kec. 
Muara Kaman (2008) 

g) Kronologis Penyelesaian Lahan Desa Desa 
Teratak/Benua Puhun/Rantau Hempang Kec. Muara 
Kaman ( 2008) 

h) Kronologis Permasalahan Lahan Overlapping Lahan 
PT Tanito Harum ( 2008) 

Kesimpulan Indikator 4.4.  18/18 100 % (BAIK) 
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INDIKATOR 4.5.   Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

NO VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

20. 4.5.1.  
Adanya hubungan 
industrial 

D Baik 
(Tetap) 

PT. SRH telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) yang ditandatangani oleh Perusahaan dan SP Kahutindo 
periode tahun 2012 – 2014, yang  masa berlakunya telah 
habis pada 1 Januari 2014 . Hasil wawancara dengan Bpk. 
Tiong (Bagian HRD) bahwa perusahaan telah membuat buku 
PKB yang baru dan sudah dikirimkan ke Dinsnaker Propinsi 
dan belum mendapat persetujuan karena ada koreksi pada 
pasal 31 dan 41. 
Berdasar hasil wawan cara terhadap 3 orang karyawan 
(Risma,Pipit dan Syaifullah diperoleh informasi bahwa PT. SRH 
telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan 
seluruh karyawan 

21. 4.5.2.  
Adanya rencana dan 
realisasi 
pengembangan 
kompetensi 

D Sedang 
(Tetap) 

PT. SRH telah memiliki Rencana dan Realisasi Pelatihan tahun 
2014, Daftar Tenaga Teknis PHPL dan Bukti-bukti Pelatihan 
Ganis.   
Berdasar telaahan dokumen PT. SRH telah merealisasi 
sebagian besar pelaksanaan pengembangan kompetensi 
karyawannya. 
 

22. 4.5.3.  
Dokumen standar 
jenjang karir 

D Baik 
(Tetap) 

PT. SRH  telah memiliki dokumen-dokumen yang lengkap 
tentang  mekanisme jenjang karir dan telah diimplementasi-
kan seperti tercantum dokumen dalam : 

1. Struktur Organisasi dan Job disc 
2. PKB PT SRH 
3. SOP Promosi Karyawan 
4. SOP Penilaian karyawan akhir tahun 

23. 4.5.4.  
Adanya dokumen 
tunjangan 
kesejahteraan 
karyawan. 

D Baik 
(Tetap) 

Perusahaan telah mengatur tunjangan-tunjangan 
kesejahteraan terhadap karyawannya pada dokumen 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan perusahaan telah 
mengimplementasikan kepada seluruh karyawan sesuai hak 
dan kewajibannya  

Kesimpulan Indikator 4.5.  22/24 91,67 % (BAIK) 

Keterangan : 

D  =  Dominan 

CD =  Co Dominan 

N/A =  Not Applicable 
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E. PENILAIAN VLK (Verifikasi Legalitas Kayu) 

PRINSIP 1. :   Kepastian areal dan hak pemanfaatan  
Kriteria 1.1.           :    Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.  
Indikator 1.1.1.    :    Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu (IUPHHK) 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.1.1.a.  
Dokumen legal terkait 
perizinan usaha (SK IUPHHK-
HA/HT/RE/ Pemegang Hak 
Pengelolaan 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen legalitas dan SK IUPHHK-
HT  No. 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996 Seluas ± 183.300. SK 
IUPHHK-HT ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Djamaludin 
Suryohadikusumo di Jakarta pada tanggal 8 April 1996. Terdapat 
Cap dari Kementerian Kehutanan pada salinan sesuai dengan 
aslinya oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi YB. Widodo Sutoyo, 
SH. NIP 080023934. Terdapat lampiran peta yang ditandatangani 
dan dicap. 

2. 1.1.1.b.   
Bukti pemenuhan kewajiban 
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). 
Tidak berlaku untuk 
Pemegang Hak Pengelolaan 

M Areal konsesi PT Surya Hutani Jaya merupakan areal take over dari 
perusahaan lain sehingga pembayaran IIUPHHK telah dibayarkan 
oleh perusahaan sebelumnya. Penelusuran dokumen bukti audit 
kepada Kementerian Kehutanan sedang dalam proses berdasarkan 
surat Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya nomor 03/SRH-
JKT/IX/2013 tanggal 26 September 2013. 

3. 1.1.1.c.  
Penggunaan Kawasan yang 
sah di luar kegiatan IUPHHK 
(jika ada) 

N/A Pada areal PT. Surya Hutani Jaya sudah tidak ada lagi penggunaan 
kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT.  

 
 
 
PRINSIP 2. :    Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah  
Kriteria 2.1.         :    Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan 

oleh pejabat yang berwenang. 
Indikator 2.1.1.    :    RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh 

yang berwenang 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4. 2.1.1.a. 
Dokumen RKUPHHK/RPKH, 
RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta 
lampirannya yang telah 
disahkan oleh pejabat yang 
berwenang, meliputi : 
1. Dokumen RKUPHHK/ RPKH 

dan lampirannya yang 
disusun berdasar-kan 
IHMB/ risalah hutan dan 
dilaksanakan oleh Ganis 
PHPL Timber Cruising 
dan/atau Canhut 

2. Dokumen RKT/RTT yang 

disusun berdasarkan 
RKU/RPKH  dan disahkan 
oleh pejabat yang 
berwenang atau yang 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen RKUPHHK yang telah 
disahkan dan dilengkapi dengan lampiran petanya. Dokumen 
RKTUPHHK Tahun 2013 dan Tahun 2014 telah disahkan secara self 
approval oleh Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya. 
Terdapat Ganis Canhut atas nama Sugiono, No. Reg. 00804-
13/CANHUT/XX/2012. 
 



RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI 

TPK-FC017| Rev.F| 01062014    Hal 32 dari 38 

 

 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

disahkan secara self 
approval 

3. Peta rencana penataan 

areal kerja yang dibuat 
oleh Ganis PHPL Canhut 

5. 2.1.1.b.  
Peta areal yang tidak boleh 
ditebang pada RKT/Bagan 
Kerja/RTT dan bukti imple- 
mentasinya di lapangan 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2013 dan 
tahun 2014 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang. 
Peta Lampiran RKTUPHHK tahun 2013 dan tahun 2014 beserta 
revisinya telah disahkan dan ditandatangani secara self approval 
oleh Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya dan distempel. Terdapat 
SK Manajeman tentang Penetapan Kawasan Lindung Nomor 
008/SK-SRH/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012. Hasil verifikasi lapangan 
diperoleh bukti implementasi dan pemberian tanda batas yang 
jelas. 

6. 2.1.1.c.  
Penandaan lokasi blok 
tebangan/ blok RKT/petak RTT 
yang jelas di peta dan terbukti 
di lapangan 

M Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya tahun 
2013 dan tahun 2014 yang sah skala 1 : 100.000 terdapat 
penandaan petak-petak tebangan yang disahkan dan diarsir 
dengan jelas. Hasil observasi di lapangan ditemukan bukti dan 
tanda batas blok, petak yang konsisten dan mudah dikenali Tanda-
tanda maupun Batas blok tebangan dan petak tebangan 
ditemukan di lapangan dan sesuai dengan aturan. 

 

 
 

Kriteria 2.2.         :    Adanya rencana kerja yang sah. 
Indikator 2.2.1.    :  Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

7. 2.2.1.a.  
Dokumen Rencana Kerja 
Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa 
dalam proses) dengan 
lampiran-lampirannya 

M PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Revisi 
untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2009 – 
2018. Dokumen telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor : SK.90/VI-BUHT/2012 Tanggal 21 Desember 
2012 distempel dan dilampiri dengan Peta RUPHHK-HT yang sah 
dan distempel. 

8. 2.2.1.b.  
Kesesuaian lokasi dan 
volume pemanfaatan kayu 
hutan alam pada areal 
penyiapan lahan yang 
diizinkan untuk 
pembangunan hutan 
tanaman industri. 

N/A PT. Surya Hutani Jaya sudah tidak melakukan kegiatan penyiapan 
lahan dengan melakukan pemanfaatan kayu hutan alam untuk 
pembangunan hutan tanaman industrinya, kegiatan penyiapan 
lahan untuk penanaman berasal dari penebangan/pemanenan 
pada areal tanaman HTI. 
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PRINSIP 3.    :  Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat  
Kriteria 3.1.       :    Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat 

Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer 
hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. 

Indikator 3.1.1.    :   Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah 
di-LHP-kan. 

 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

9. 3.1.1.  
Dokumen LHP yang telah 
disahkan oleh pejabat yang 
berwenang 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki petugas yang berwenang untuk 
membuat dan menerbitkan LPKHP dan Petugas P2LHP. Penerbitan 
LPKHP dan pengesahannya telah dilakukan oleh petugas yang 
berwenang. Hasil Uji Petik menunjukan kesesuaian fisik, jenis  dan 
volume pengukuran dengan selisih yang dapat ditoleransi. 
Petugas Penerbit dan Pengesah LPKHP sbb. : 

Nama Register SK Penetapan 
Masa 

Berlaku 
Keterangan 

Sugeng 
Sudarsono 

03/19/1901/SHJ-
HT/Sgs/KB-KBK 
08/19/1908/SHJ-
HT/Sgs/KB-KBK 

11/562/Kpts/DK-IV/2014 
34/562/Kpts/DK-IV/2014 

12-09-2014 Pembuat LHP Kukar *) 
Pembuat LHP Kutim *) 

Yudi Pramono 04/19/1901/SHJ-
HT/Ypm/KB-KBK 
09/19/1908/SHJ-
HT/Ypm/KB-KBK 

11/562/Kpts/DK-IV/2014 
34/562/Kpts/DK-IV/2014 

13-02-2014 Pembuat LHP Kukar *) 
Pembuat LHP Kutim *) 

Heru Riyanto 05/19/1901/SHJ-
HT/Hrt/KB-KBK 
10/19/1908/SHJ-
HT/Hrt/KB-KBK 

11/562/Kpts/DK-IV/2014 
34/562/Kpts/DK-IV/2014 

12-09-2014 Pembuat LHP Kukar *) 
Pembuat LHP Kutim *) 

Aliansyah 06/19/1901/SHJ-
HT/Ash/KB-KBK 
11/19/1908/SHJ-
HT/Ash/KB-KBK 

11/562/Kpts/DK-IV/2014 
34/562/Kpts/DK-IV/2014 

31-12-2014 Pembuat LHP Kukar  
Pembuat LHP Kutim  

Muhammad Arief 
Wahyudin, SP 

07/19/1901/SHJ-
HT/Maf/KB-KBK 
12/19/1908/SHJ-
HT/Maf/KB-KBK 

11/562/Kpts/DK-IV/2014 
34/562/Kpts/DK-IV/2014 

31-12-2014 Pembuat LHP Kukar  
Pembuat LHP Kutim  

Agus Mahyudin, 
S.Hut NIP 
19750820 
199703 1 004 

001/19/1901/P2LHP/A
MD/SHJ/KB/KBK 

562/54/KPTS/DK-IV/2014 31-12-2014 P2 LHP Kutai 
Kartanegara 

M. Mahmud 
Ridwan, SST;  

009/19/1908/P2LHP/M
MR/SHJ/KB/KBK 

562/372/KPTS/DK-IV/2014 31-12-2014 P2 LHP Kutai Timur 

*) sedang dalam proses perpanjangan SK sesuai surat PT. SRH Nomor 108/SRH-

SMD/IX/2014 tanggal 9 Setember 2014 

Indikator 3.1.2.     :   Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan 

 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

10. 3.1.2.  
Surat keterangan sahnya 
hasil hutan dan lampirannya 
dari : 
-   TPK hutan ke TPK Antara, 
-   TPK hutan ke industri 

primer dan/atau 
penampung kayu 
terdaftar, 

-   TPK Antara ke industri 
primer hasil hutan dan/ 
atau penampung kayu 
terdaftar 

M PT Surya Hutani Jaya pada periode penilikan mengangkut kayu dari 
TPn hutan ke tujuan pengiriman kayu di Industri Chipmill PT SBSA 
dilindungi dengan FA-KB yang dilampiri DKBK dan diterbitkan oleh 
Pejabat Penerbit FA-KB yang telah memiliki register penerbit FA-
KB  sesuai ketentuan. 
FA-KB diterbitkan oleh penerbit FA-KB yang teregister yang masih 
berlaku yaitu : 
a) Arnold Rahim, Register No 1037/19/1908/FA-KB/Arh/KB/KBK, 

berlaku s/d 31 Desember 2014. Berdasarkan SK Kepala BP2HP 
Wilayah XIII Samarinda Nomor SK.1588/BP2HP.XIII-3/2013, 
Penerbit FAKB wilayah Kutai Timur. 

b) Yoefrizer, Register No 1038/19/1908/FA-KB/Yfz/KB/KBK, 
berlaku s/d 31 Desember 2014. Berdasarkan SK Kepala BP2HP 
Wilayah XIII Samarinda Nomor SK.1589/BP2HP.XIII-3/2013, 
Penerbit FAKB wilayah Kutai Timur 

c) Widji Hariyanto, Register No.1062/19/1901/FA-
KB/Why/KB/KBK, berlaku s/d 31 Desember  2014.  
Berdasarkan SK Kepala BP2HP Wilayah XIII Samarinda No. 
SK.1589/BP2HP.XIII-3/2013, Penerbit FAKB wilayah Kutai 
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NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kartanegara 
d) Abdul Aziz, Register No. 1036/19/1901/FA-KB/Aaz/KB/KBK, 

berlaku s/d 31 Desember 2014.  Berdasarkan SK Kepala BP2HP 
Wilayah XIII Samarinda No. SK.1590/BP2HP.XIII-3/2013, 
Penerbit FAKB wilayah Kutai Kartanegara 

e) Mustofa, Register No. 1229/19/1913/FA-KB/Mst/KB/KBK, 
berlaku s/d 13 Februari 2017.  Berdasarkan SK Kepala BP2HP 
Wilayah XIII Samarinda No. SK.610/BP2HP.XIII-3/2014. 

f) Lewi Lapik, Register No. 1228/19/1908/FA-KB/Lwi/KB/KBK, 
berlaku s/d 13 Februari 2017.  Berdasarkan SK Kepala BP2HP 
Wilayah XIII Samarinda No. SK.615/BP2HP.XIII-3/2014. 

g) Andang Siswanto, Register No. 732/19/1901/FA-
KB/Ads/KB/KBK, berlaku s/d 12 Septemberr 2014.  
Berdasarkan SK Kepala BP2HP Wilayah XIII Samarinda No. 
SK.1335/BP2HP.XIII-3/2011. 

 

Indikator 3.1.3.  : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ 
IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan. 

 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

11. 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ 
barcode pada kayu dari 
pemegang IUPHHK-HA/ 
IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/ 
Pemegang Hak Pengelolaan 
bisa dilacak balak 

M Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa PT 
Surya Hutani Jaya telah melakukan penandaan terhadap kayu 
mulai dari tumpukan di TPn yang ditemukan identitasnya di 
lapangan dan penandaan kayu berupa nomor tumpukan, petak, 
zone, Panjang lebar dan tinggi tumpukan.  

12. 3.1.3.b. Identitas kayu 
diterapkan secara konsisten 
oleh pemegang izin 

M Terdapat sistem yang diterapkan oleh PT Surya Hutani Jaya untuk 
penatausahaan hasil hutan kayu yang memungkinkan penelusuran 
asal usul kayu dan menerapkannya secara konsisten. 

 
 
Indikator 3.1.4.     :  Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 

 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

13. 3.1.4.  
Arsip SKSKB dan dilampiri 
Daftar Hasil Hutan (DHH) 
untuk hutan alam, dan arsip 
FAKB dan lampirannya 
untuk hutan tanaman 

M PT Surya Hutani Jaya selama periode audit telah menerbitkan 
dokumen FA-KB yang menyertai pengangkutan dari TPn ke TPK 
Industri. Dokumen FA-KB lengkap dan sah dilampiri oleh DKBK dan 
diterbitkan oleh Pejabat Penerbit FA-KB yang sah. 
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Kriteria 3.2.       :  Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan 
kayu. 

Indikator 3.2.1.     :    Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi 
Sumber Daya Hutan (PSDH). 

 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

14. 3.2.1.a.   
Dokumen SPP (Surat 
Perintah Pembayaran) 
DRdan/atau PSDH telah 
diterbitkan. 

M Dokumen SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih SPP sesuai 

dengan LPKHP yang diterbitkan dan disahkan baik dari kelompok 

jenis, volume maupun tarif serta telah dibayarkan sesuai dengan 

bukti setor. 

15. 3.2.1.b.   
Bukti Setor DR dan/atau 
PSDH 

M  PT Surya Hutani Jaya telah melakukan pelunasan pembayaran 

PSDH sesuai dengan dokumen SPP. Data yang tercantum dalam 
dokumen baik volume, jenis maupun tarif telah sesuai. Terdapat 
bukti setor PSDH yang sesuai dengan SPP yang diterbitkan. 

 Total pembayaran berdasarkan bukti setor PT. SRH selama 
periode penilikan adalah sebesar Rp 1.424.912.418,80 

 Pembayaran dan pelunasan PSDH dibayarkan melalui Bank 
Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman dan dibayarkan 
kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH 
Rekening 1020004204001 dan terdapat bukti setor berupa 
slip setoran pada Bank Mandiri sesuai dengan jumlah SPP dan 
telah dilegalisir oleh petugas bank Mandiri sesuai dengan slip 
aslinya. 

16. 3.2.1.c.   
Kesesuaian tarif DR dan 
PSDH atas kayu hutan alam 
(termasuk hasil kegiatan 
penyiapan lahan untuk 
pembangunan hutan 
tanaman) dan kesesuaian 
tarif PSDH untuk kayu hutan 
tanaman 

M Berdasarkan hasil telaah diketahui bahwa pembayaran atas PSDH 
yang dilakukan oleh PT. Surya Hutani Jaya sudah sesuai dengan 
tagihan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih dari Dinas 
Kehutanan Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartenegara. 
Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan 
tersebut didasarkan atas :  
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : 

SE.2/BIKPHH-1/2013 tentang harga patokan PSDH periode 01 
Juli 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 (Semester II 
tahun 2013) 

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : 
SE.1/BIKPHH-1/2014 tentang harga patokan PSDH periode 01 
Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 (Semester I tahun 
2014) 

3. Peraturan Menperindag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 
tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk 
penghitungan PSDH 

4. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, 
tentang perubahan atas Permendag Nomor1 2/M-
DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil 
hutan untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012  
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Kriteria 3.3.          :   Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. 
Indikator 3.3.1.    :    Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai 

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

17. 3.3.1. Dokumen PKAPT N/A PT Surya Hutani Jaya tidak melakukan penjualan dan pengiriman 
kayu ke luar pulau Kalimantan. Produksi kayu PT Surya Hutani Jaya 
seluruhnya dikirim ke Industri Chips PT Sarana Bina Semesta Alam 
(PT SBSA) yang terletak bersebelahan dengan wilayah konsesi PT 
Surya Hutani Jaya. 

 

Indikator 3.3.2.    :    Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera 
Indonesia dan memiliki izin yang sah. 

 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

18. 3.3.2. Dokumen yang  
menunjukkan identitas 
kapal. 

N/A PT Surya Hutani Jaya tidak melakukan penjualan dan pengiriman 
kayu ke luar pulau Kalimantan. Produksi kayu PT Surya Hutani Jaya 
seluruhnya dikirim ke Industri Chips PT Sarana Bina Semesta Alam 
(PT SBSA) yang terletak bersebelahan dengan wilayah konsesi PT 
Surya Hutani Jaya dengan menggunakan angkutan darat berupa 
truk tronton dan colt diesel dan tidak menggunakan angkutan air. 

 

PRINSIP 4. :   Pemenuhan aspek lingkungan dan sosialyang terkait dengan penebangan  
Kriteria 4.1.            :    Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya 
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & 
melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 

Indikator 4.1.1.    :    Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa 
Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku 
meliputi seluruh areal kerjanya. 

 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

19. 4.1.1.  
Dokumen AMDAL/DPPL/ 
UKLUPL/RKL-RPL 

M Terdapat dokumen AMDAL yang terdiri atas Laporan Utama 
ANDAL dan Ringkasan Eksekutif, RKL dan RPL atas nama PT Surya 
Hutani Jaya di Kabupaten Dati II Kutai Provinsi Dati I Kalimantan 
Timur, yang disusun pada bulan Januari 1995 dan telah disetujui 
oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, Nomor : 10/DJ-
VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995. 

 
Indikator 4.1.2.   :  Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan 

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat 
sosial. 

 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

20 4.1.2.a.  
Dokumen RKL dan RPL 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen Rencana Kelola 

Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang 
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disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan. 

Dokumen tersebut telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL 

Departemen Kehutanan, Nomor : 10/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 

Januari 1995. 

21 4.1.2.b.  
Bukti pelaksanaan 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
penting aspek fisikkimia, 
biologi dan sosial 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen Rencana Kelola 

Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan 

laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dokumen 

Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan HP-HTI PT Surya Hutani Jaya telah dibuat sesuai 

dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan 

serta didistribusikan kepada instansi terkait. 

 

PRINSIP 5.       :    Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan  
Kriteria 5.1.        :    Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 
Indikator 5.1.1.   :   Prosedur dan implementasi K3. 

 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

22 5.1.1.a. 
Implementasi prosedur K3. 

M PT Surya Hutani Jaya telah memiliki prosedur yang lengkap 
tentang K3 (terdapat 16 judul SOP) yaitu berupa SOP K3 dan 
diimplementasikan dalam kepengurusan P2K3 dan 
perlengkapannya. 

23 5.1.1.b. 
Ketersediaan peralatan K3  

M PT Surya Hutani Jaya telah memiliki peralatan K3 mulai dari APD, 
Poliklinik, ambulance, kotak P3K, peralatan damkarhut dll yang 
secara umum telah memiliki dan melengkapi peralatan K3 dan 
berfungsi dengan baik. 

24 5.1.1.c.  
Catatan kecelakaan kerja 

M PT Surya Hutani Jaya telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang 
dilaporkan setiap bulannya. Untuk menekan kecelakaan kerja 
masih perlu diupayakan agar safety dan AD menjadi budaya dan 
bagian dari pelaksanaan pekerjaan. 

 

Kriteria 5.2.    :    Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 
Indikator 5.2.1.   :   Kebebasan berserikat bagi pekerja 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

25 5.2.1.  
Ada serikat pekerja atau 
kebijakan perusahaan yang 
membolehkan untuk 
membentuk atau terlibat 
dalam kegiatan serikat 
pekerja 

M Pekerja dan karyawan PT Surya Hutani Jaya telah membentuk 
serikat pekerja dan tergabung dalam Serikat Pekerja Perkayuan 
Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (PUK SP Kahutindo). 
Ketua SP Kahutindo PT. Surya Hutani Jaya perode 2013 – 2015 
dijabat oleh Ujang Gumilar Sekretaris Mohammad A. Rosidi dan 
Bendahara Solekan 

Indikator 5.2.2.   :   Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

26 5.2.2.  
Ketersediaan Dokumen KKB 
atau PP 

M  PT. Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen PKB yang 
ditandatangani antara Manajemen PT. SRH dengan SP 
Kahutindo. 

 Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Surya Hutani 
Jaya yang lama telah berakhir masa berlakunya pada 
tanggal 1 Januari 2014 dan telah dilakukan perundingan 
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NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 
kembali atas PKB yang telah habis masa berlakunya.  

 Hasil perundingan telah diajukan kepada Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur untuk 
mendapat pengesahannya, namun sampai dengan saat 
penilikan dilakukan proses masih berjalan karena terdapat 
beberapa revisi yang diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi sebelum disahkan. Saat ini revisi telah disetujui 
dan sedang diajukan kembali ke Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi untuk disahkan dan dicetak. Selama masa 
perpanjangan tersebut maka PKB yang lama tetap 
diberlakukan. 

 

Indikator 5.2.3.   :   Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

27 5.2.3 
Tidak ada pekerja yang 
masih di bawah umur 

M PT. Surya Hutani Jaya tidak memiliki karyawan yang masih di 
bawah umur. Karyawan/Pekerja termuda bernama Muhammad 
Nasrulloh dengan jabatan Microplanning dan Havex lahir tanggal 
10 Januari 1994. Muhammad Nasrulloh mulai bekerja pada 
tanggal 25 Juni 2013 saat berusia 19 tahun 6 bulan 

Keterangan : 
M =  Memenuhi 
TM =  Tidak Memenuhi 
N/A =  Not Applicable 

 

 


